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ABSTRAK

Dalam pernikahan wali merupakan hal yang urgen. Wali menurut mayoritas
mazhab merupakan rukun sahnya perkawinan. Namun berbeda dengan mazhab
Hanafi yang menganggap absah pernikahan tanpa wali. Pandangan Hanafi pun
didukung dengan dalil-dalil baik, dari Qur'an maupun hadis. Untuk mengetahui
pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti pandangan kiai pesantren
Krapyak tentang wali nikah. Kedudukan kiai di samping sebagai pemberi
pengajaran kepada santri di pesantren, ia juga tidak luput dijadikan masyarakt
sebagai tempat menyelesaikan masalah dalam kehidupan keseharianya, tidak
terkecuali masalah wali dalam pernikahan. Berangkat dari itu, penyusun tertarik
untuk meneliti "Bagaimana pendapat kiai Krapyak terhadap pandangan Mazhab
Hanafi tentang sah menikah tanpa wali™?

Penelitian ini merupakan studi tokoh yang membahas tentang wali nikah
dalam perkawinan. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil
wawancara dan dokumentasi yang kemudian difokuskan pada informan sebagai
sumber yang memberikan informasi tentang pendapatnya terhadap pandangan
Mazhab Hanafi mengenai wali nikah. Setelah data terkumpul, kemudian
direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik analitik
dengan proses berpikir induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ada tiga hal pandangan Kkiai
Krapyak mengenai pandangan mazhab Hanafi yang mensahkan nikah tanpa wali
yaitu pertama, dasar pengambilan nas, dipahami sebagai pandangan yang hanya
mencatat nas yang mendukung pandangannya saja, sebaliknya tidak
menyinggung atau memantulkannya dengan nas (al-Qur'an dan Hadis) yang
mengharuskan adanya wali. Hanafi memakai nas Athar bukan hadis; kedua, hak
menikahkan. Pandangan ini dipahami kiai Krapyak sebagai penunjukkan bahwa
pelaku menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi bukan
walinya. Argumen yang digunakan mazhab Hanafi menggunakan argumen
analogi (giyas), yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. dan
ketiga, indikasi kerelaan perempuan. Bagi Hanifah, hal yang mendasari
keterbukaan perempuan janda dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan
dan keberakalan atau kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa
memiliki sikap terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dipahami Kiai
Krapyak, Kketerbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena
pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, janda memahami
betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan seorang gadis
yang belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering merasakan kesulitan
besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. Hal ini adalah
benar adanya, karena perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam
urusan /muamalah maliyah. tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual
tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitif dan
emosional daripada rasionalitas. Oleh karena itu, keberadaan wali dalam
perkawinan sangat dibutuhkan, baik pada gadis maupun janda
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I.
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor:
0543 b/ U/ 1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah
sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan

tanda sekaligus sebagai berikut:

| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be
& ta’ t te
& sa S s (dengan titik di atas)
z jim j je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
z kha’ kh ka dan ha
) dal d de
3 zal z ze (dengan titik di atas)
B ra’ r er
B zai z zet
o sin S es
g syim sy es dan ye
Ua sad S s (dengan titik di bawah)
) dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)



L za’ z zet (dengan titik di
bawah)

& ain ’ koma terbalik di atas

¢ gha g ge

a fa’ f ef

3 qaf q qi

& kaf k ka

J lam I el/ al

N mim m em

O) nun n en

5 waw w w

A ha’ h ha

s hamzah ’ Apostrof

< ya’ y ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)
Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).
1. Vokal Tunggal
Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Nama Huruf latin Nama
L Fathah a A
— Kasrah i I
. Dammah u U




2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
EI Fathah dan ya ai adani
FRR Fathah dan wau au adanu
Contoh :
= "
) Kataba Jo Su'ila
B Fa‘ala u;\s Kaifa
: 3 < yo -
» Zukira Ja Haula
T Yazhabu

C. Vocal Panjang (maddah):
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L. Fathah dan alif a a dengan garis di atas
i Fathah dan ya a a dengan garis di atas
(5w . o 5 5
i Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
T Dammah dan wau u u dengan garis di atas




Ja o .
Qala Jé Qila
=y Rama Jsn Yaqulu

D. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi ta’ marbutah mati atau mendapat harakat sukun,
tansliterasinya adalah “h”.
3. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-*),

dan bacaannya terpisah, maka ta’ marbutah tersebut ditransliterasikan

dengan “h”.
Contoh:
JEbY Ay Raudah al-atfal
5y siall Al al-Madinah al-Munawwarah
aall Talhah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :
J5= Nazzala =l Al-hajj
ghl Al-birru axd Nu'ima




F. Kata Sandang “ J”

Kata sandang “ J! ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata

penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf gomariyah maupun
syamsiyah.
Contoh :
daly ar-rajulu ol al-badi'u
sl as-sayyidatu ALl al-galamu
G. Hamzah

Hamzah ditansliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Uil ta'khuzuna ol inna
;}f\.“ an-nau' :”_:J,qT umirtu
2;;& Syai'un U/Si akala

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi'il atau kata kerja, isSim maupun huruf,
ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf
atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Contoh:

Ol s R ) G Fa aufu al-kaila wa al-mizan
RN Sal Ibrahim al-khalil
o il s ) e Al Walillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
S 43) g Ut manistata‘a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri
tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

Contoh :

Jsy ¥ Xkl Wa ma Muhammadun illa rasul

OVl 4aé O3 oAl i’y “5es | Syahru Ramadanal lazi unzila fihi al- Qur'an

Gl 'y i 0l () Inna awwala baitin wudi'a linnasi

J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.
Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah dan membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang
yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang
harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. Mitsagan
galizan (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur’an menggambarkan
hubungan pernikahan antara pasangan suami isteri. Istilah ini memberikan
sinyal bahwa hubungan suami isteri harus dibina dalam suatu hubungan dua
arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain,
dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.

Dalam rangka itulah, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-
benar menggambarkan Mitsagan galizan, agama membuat beberapa aturan,
agar tujuan disyari‘atkan pernikahan tercapai. Hal itu dimulai sejak proses
pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya
akad nikah. Diwajibkannya seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu
tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama
si perempuan, bila di kemudian hari ada batu sandungan yang tidak diinginkan
muncul dalam bahtera perkawinan mereka.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri



dan pihak perempan yang dilakukan walinya.! Keberadaan seorang wali dalam
akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak
dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk
semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah
janda. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi berikut ini:

ZL}L\, 552 e, '>5\j§;3;;>§3;\f\ L

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

SNy

Maksud hadis di atas, 'tidak ada nikah', kecuali oleh wali ialah tidak
sahnya pernikahan kecuali oleh wali. Jadi, bukan berarti tidak ada suatu
perkawinan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali.
Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena pernikahan seperti ini
memang terjadi. Oleh karena itu, penafian (negas/) di sini adalah penafian
keabsahan pernikahan, kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbeda dengan yang

dikemukakan oleh Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa penafian tersebut

'Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),
him. 47.

Abdurrahman al-Jariry, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah (Beirut: Maktabah at-
Tijariyah, t. t.), IV: 118. Teks ini dikutip dari al-Asqalani, Bulugh al-Maram (Beirut: Dar al-Fikr,
t. t.) him. 204. Lihat juga Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), 1l:
229, Bab an-Nikah hadis nomor 2083.

3Muhammad bin Isma'il as-San‘ani, Subul as-Salam (Kairo: Dar lhya' at-Turas al-'Arabi,
1379H/ 1960M) I11: 117-118. Lihat juga Imam Abu Dawuad, Sunan Abi Dawud, 11: 229 Bab an-
Nikah hadis nomor 2085.



adalah penafian kesempurnaan. Artinya, pernikahan tidak oleh atau tanpa wali
tetap sah, meskipun tidak sempurna.”

Pada sisi lain, menurut pendapat asy-Syafi'i, tujuan perkawinan pada
hakekatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia. Akad perkawinan
bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang
mempelai (suami dan isteri), melainkan keluarga mereka juga mempunyai
peran yang sangat penting. Menurut pandangan asy-Syafi'i ini, seorang
perempuan, pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih
calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol dibanding
kecerdasan akalnya. kondisi ini bisa mengkhawatirkan. Boleh jadi, dia akan
kawin dengan laki-laki yang salah. Untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan
perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan
pertimbangan bagi kepentingan perkawinan. Oleh karena itu menurut
pandangan asy-Syafi'i ini bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan.’

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya perkawinan atau
tidak, para ulama mazhab figh berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam
Syafi'i menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Imam
Zufr, Imam Asy-Sya'bi, Imam az-Zuhri (termasuk Abu Hanifah) mengatakan
bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali

sedang antara ia dan suaminya itu sekufu, maka hukumnya boleh, sedang

*Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,
cet. VII, (Yogyakarta: LKiS, 2007), him. 118

S fbig, him. 119.



Imam Dawud membedakan antara janda dan perawan, wali menjadi syarat
bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.’

Ulama yang mensyaratkan menyatakan, bahwa tanpa wali maka
perkawinan itu tidak sah. Mereka juga bersepakat, bahwa perempuan tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali nikah.
Ditambah oleh ad-Dimasyqi, meskipun ada ijin dari wali, perempuan tetap
tidak bolen menikahkan dirinya sendiri, sebab pernyataan perempuan tidak
sah dalam akad nikah, baik untuk jfab maupun gabul.’

Memang tidak ada satu ayat al-Quran pun yang secara jelas
menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-
ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali dan ada pula ayat al-
Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa
memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Bagarah dan an-Nur,

misalnya dalam ayat disebutkan:
5] g indl oS 0 pashians W gl als Ll qall 13
8.;4.3 .]b_cﬁdﬂ‘b djﬂbw‘yy
= c ~ s <
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®lbn Rusyd, Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Indonesia: al-lhya' al-Kutub al-
‘Arabiyah, t. t.) him. 4.

"Ad-Dimasyqi, Kifayah al-Ahyar, (Kairo: Dar al-Qalam , t. t.), Il: 48
®Al-Bagarah [2]: 232
°*An-Nur (24): 32.



Dua ayat di atas, secara jelas hanya menunjukkan tentang perintah Allah
kepada wali untuk mengawinkan anak perempuan mereka bukan perintah
keberadaan dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam
tentang pandangan Abu Hanifah tentang wali nikah dengan memilih
perspektif dari kiai Krapyak yang selama ini memegang atau berpedoman
pada pendapat Imam asy-Syafi'i, terlebih lagi bahwa selama ini ada pandangan
umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut figh Islam tidak berhak
menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini, yang menentukan
adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa
Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu
pemahaman terhadap apa yang yang dikenal dengan hak /bar. Hak ijbar
dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh
orang lain, dalam hal ini adalah ayahnya.

Pemilihan kiai dalam penlitian ini berdasarkan pandangan bahwa Kiai
dalam masyarakat Krapyak memiliki hubungan yang begitu baik untuk
menyelesaikan setiap permasalahan hukum Islam. Kiai dalam memainkan
perannya tidak saja memberikan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, akan
tetapi fatwa-fatwa hukum tentang permasalahan yang sedang terjadi (tidak
terkecuali dalam masalah wali nikah) merupakan bagian tugas dan peran Kiai
untuk menyelesaikannya. Oleh karena itulah penyusun tertarik untuk
mengetahui secara dalam mengenai pandangan kiai Krapyak terhadap

pandangan mazhab Hanafi mengenai wali dalam perkawinan. Pemilihan kiali



Krapyak dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan di atas, bahwa
pada umumnya pendapat-pendapat yang dianut mayoritas kiai Krapyak
memakai paham asy-Syafi‘iyyah. Selain itu juga karena seorang kiai hampir
selalu menyediakan pusat pembelajaran, yakni di sebuah pesantren yang
dibangun dengan usahanya sendiri, yang tentunya membutuhkan modal yang
cukup banyak.

Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian
seseorang. Melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola patronase yang
menghubungkannya dengan para santrinya dan juga masyarakat yang berada
di luar desa atau kotanya sendiri. Pola patronase yang menghubungkan para
orang tua santri dengan para kiai di mana para orang tua santri secara
psikologis merasa berhutang budi kepada sang kiai dikarenakan anak-anak
mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu, pengaruh
yang lebih luas dan pola kepemimpinan kiai yang lintas desa memudahkannya
berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai kadang-kadang
juga memainkan peran perantara mentransmisikan pesan-pesan pemerintah
tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah

menerima program pemerintah bila itu dikemukakan oleh seorang Kiai.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini yang
menjadi masalah penelitian ini adalah "Bagaimana pandangan kiai Krapyak

terhadap pendapat Abu Hanifah bahwa nikah syah tanpa wali?"



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara
komprehensif pandangan kiai Krapyak terhadap pandangan Abu Hanifah

bahwa nikah syah tanpa nikah.

2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi di
antaranya adalah:

a. Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan,
khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, yakni hukum
perkawinan.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai upaya
memberikan pencerahan dan memperluas wawasan umat Islam tentang

hukum wali dalam pelaksanaan perkawinan.

D. Telaah Pustaka
Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah
banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang wali nikah,
namun yang membahas tentang perspektif kiai Krapyak terhadap pandangan
tokoh mazhab Abu Hanafiah belum ada yang membahas. Oleh karena itu,

untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka



dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang ada
kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian yang telah membahas wali nikah dengan berbagai argumen di
antaranya adalah:

Hibatun Wafiroh, dalam penelitiannya yang berjudul 7/bar dan Hak
Wali dalam menentukan Calon Suami. Dalam penelitian ini Wafiroh
menguraikan berbagai pendapat tentang adanya hak perempuan untuk
menikahkan dirinya, baik masih perawan atau sudah pernah menikah.
Perempuan juga berhak untuk menolak pernikahannya apabila calon yang
diberikan kepadanya tidak sesuai untuk dirinya.'

Dalam bentuk skrispi terdapat beberapa karya yang sudah membahas
tentang wali nikah, seperti karya Azizul Rohimah, dalam judul 'Penolakan
Wali dalam Menikahkan Anaknya (Studi di Pengadilan Agama Boyolali)".
Dalam Skripsinya ini Rohimah membahas kasus-kasus penolakan wali
menikahkan anaknya yang terjadi di PA Boyolali. Dalam hal ini menurut
Rohimah pernikahan dapat diwakilkan melalui Hakim.**

Masykuri al-Jaudi, dengan judul 'Peran Wali Adol dalam Pernikahan

(Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta).’> Dalam pembahasan yang

PHibatun Wafiroh, 'ljbar dan Hak Wali dalam Menentukan Calon Suami' dalam K.M.
Ikhsanuddin dkk (Ed), Panduan Pengajar Figh Perempuan di Pesantren, (Yogyakarta: Yayasan
Kesejahteraan Fatayat, 2002), him. 107.

Y“Azizul Rohimah, 'Penolakan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Studi di Pengadilan
Agama Boyolali)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2005

2Masykuri al-Jaudi, 'Peran Wali Adol dalam Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama
Yogyakarta). Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.



dilakukan al-Jaudi ini, pada dasarnya hampir sama-sama mengetengahkan
peran Hakim di Pengadilan Agama. Namun, pada intinya bahwa kasus
pernikahan tanpa wali yang sah menikahkan anaknya sudah biasa terjadi di
masyarakat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak
ditemukan bahasan tentang perwalian dalam nikah, namun setelah penyusun
telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang
pandangan ulama/ kiai pesantren terhadap pendapat salah satu mazhab
tentang wali dalam pernikahan. Meskipun demikian, literatur di atas,
penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang

sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka
teoretik yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian
yang memuaskan. Jadi kerangka teoretik adalah sebuah keharusan dalam
melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau
batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan
penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel

permasalahan yang akan diteliti.*?

BMardalis, Metode Penelitiam. Suatu Pendekatan Proposal, cet. viii (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), him. 41.
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Dalam perkawinan, salah satu tujuannya adalah untuk membentuk
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah** Agar tujuan tersebut dapat
tercapai, maka perlu diatur perauran mengenai sah atau tidaknya perkawinan.
Salah satu yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai apakah wali
nikah merupakan syarat dan rukun sahnya seseorang dalam melaksanakan
pernikahan.

Perbedaan tersebut merupakan gejala yang wajar dan tidak dengan
sendirinya berarti hukum telah tertinggal. Perbedaan tersebut disebabkan
karena hukum biasanya dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari
masyarakat yang duduk di kekuasaan. Walaupun mereka mewakili
masyarakat, tetapi tidak mungkin mengetahui, memahami, menyadari dan
merasakan setiap kebutuhan bagian terbesar warga masyarakat.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan
para ahli hukum Islam (fugaha). Sebagai konsekuensinya terjadi silang
pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.
Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk
rukun dan mana yang termasuk syarat. Jadi, sebagian ulama menyebutnya
sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.’®

Dalam kajian penulis ini, tidak seorang pun fugaha konvensional yang

secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan

YUndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), him. 228.

®Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Press, 2004), him. 60.
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umumnya fugaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana
rukun perkawinan. Ada memang beberapa fugaha yang menyebutkan unsur
mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan,
tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup untuk
mewakili). Berdasar rumusan ulama konvensioal tersebut, fugaha modern,
seperti Wahbah az-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan
klasifikasi mana syarat dan rukun perkawainan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya Sahnun, yang
berjudul ‘a/-Mudawwanah al-Kubra’, ketika berbicara tentang perkawinan, hal
pertama yang dibahasa adalah berkaitan dengan masalah kerelaan (ar-rida)*®
dari para pasangan, khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun
janda. Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan
bapak terhadap anak perempuan, dilanjutkan dengan status perkawinan yang

tidak ada wali, yang menurut Sahnun adalah tidak sah.!’

18Jika faktor kerelaan atau dalam bahasa Arab disebut r7da menjadi sangat mendasar bagi
akad perkawinan, lantas bagaimana diketahui bentuk atau sikap kerelaan tersebut pada seorang
perempuan menurut para pakar figh. Bagi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang
perempuan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan
menurut kedua ulama ini diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (balighah ‘agiolah)
atau belum. Jadi, seorang perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun janda, dinyatakan
sebagai dewasa, apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini perempuan berhak,
baik secara langsung atas nama dirinya sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain untuk
melakukan akad perkawinan. Berbeda dengan pendapat di atas, asy-Syafi’i dan mayoritas ulama
berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya, gadis atau
janda. Mengenai hadis Nabi yang membicarakan hak janda (as-Sayyib ahaqqu binafsiha min
waliyyiha) dan hak gadis (a/-bikru tusta’zanu wa iznuha sammatuha) pada hakekatnya hanyalah
berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan. Pada seorang janda, kerelaan tersebut
diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada seorang gadis adalah sebaliknya,
tertutup dan malu-malu. Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja, tersenyum atau
dengan cara-cara lainnya yag oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau
minimal tidak menolak. Lebih jelasnya lihat Husein Muhammad, Figh Perempuan, him. 118-122.

Y'Sahnun, Al-Mudawwanah al-Kubra, (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1323 H), 111: 155-273.
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Ulama Malikiyah yang datang kemudian lebih mempertegas, misalnya
al-Girnati al-Maliki menulis, ada lima rukun perkawinan, yakni; suami, isteri,
wali, mahar dan sighat.'® Sementara dalam mazhab asy-Syafi’i, misalnya yang
ditulis Imam an-Nawawi (w. 676 H), ada empat rukun perkawinan, yakni akad
(sighat ijab dan gabul) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, dan
orang yang melakukan akad (wali/ wakil dan calon suami).’® Sejalan dengan
penjelasan an-Nawawi ini, Zainuddin bin *Abd. al-’Aziz al-Malibari, dalam
Kitabnya ’Fath al-Mu’in’ menulis secara tegas tentang rukun perkawinan.
Hanya saja menurutnya, rukun perkawinan ada lima, yakni: suami, isteri, wali,
dua orang saksi, dan akad. Kemudian dijelaskan masing-masing rukun
mempunyai syarat-syarat sendiri.?’

Sedangkan menurut mazhab Hambali, misalnya Ibn Qudamah (w. 620
H) dalam kitabnya a/-Mughni, sama sekali tidak menyebut secara tegas dan
urai, syarat dan atau rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya
statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan.
Misalnya disebutkan perkawinan berstatus sah kalau ada wali dan saksi (/a
nikaha illa bi waliyin wa syahidain, Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua
orang saksi). Di bagian lain juga ditulis, salah satu syarat perkawinan adalah

calonnya harus tertentu, hal ini dilakukan untuk kejelasan yang melakukan

8Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, Qawanin al-Ahkam asy-
Syar’iyyah, (Beirut: Dar al-’IIm li al-Malayin, edisi Baru, 1974), him. 219-221.

SAbi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-Dimasyqi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub
al-’llmiyah, 1992 M/1412 H), V: 382-400.

2Zainuddin bin ’Abd. al-’Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-"Ain,
(Kairo: al-Maktabah al-Misriyah, t. t.), him. 99.
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jjab dan gabul Di bagian lainnya lagi dituliskan syarat-syarat akad.”*
Berdasarkan uraian Ibn Qudamah ini, meskipun tidak menjelaskan antara
syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut ada beberapa hal yang harus
dipenuhi dalam perkawinan, yakni: wali, saksi, akad dan calon pasangan.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang telah diberikan ahli-ahli hukum
Islam (fugaha) dari berbagai macam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa
tidak tampak dari pendapat mereka yang mendefinisikan secara khusus syarat
dan rukun perkawinan. Demikian juga beberapa fugaha yang secara tegas
menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya umumnya fugaha dengan variasi
masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi
untuk sahnya sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut,
perkawinan tidak sah.

Berdasarkan rumusan fugaha konvensional tersebut, kemudian para
pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang syarat
dan rukun, seperti yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili misalnya. Menurutnya,
secara umum ada dua formulasi tentang konsep rukun. Pertama, yang
dikonsepkan ulama Hanafiyah, yaitu sesuatu yang harus ada dan merupakan
bagian hakekat.?? Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus tetapi tidak
merupakan bagian hakekat; dan Kedua, menurut jumhur ulama, rukun adalah

hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan

Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, A/-Mughni, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1984), VII: 337-468.

2Maksudnya sesuatu yang harus ada di sini tergantung pada subyek bahasannya. Kalau
yang dibahas tentang perkawinan, maka sesuatunya adalah perkawinan. Dengan demikian rukun
perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, dan sesutau itu merupakan bagian
dari hakekat perkawinan.
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bagiannya atau di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada
tetapi tidak termasuk bagian hakekat.”® Dari perbedaan definisi ini bisa
disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi rukun yang
dikonsepkan oleh ulama Hanafiyah.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dengan meminjam pendapat Ahmad
Rofig dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-
masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan
pembahasan maka uraian tentang rukun perkawinan akan disamakan dengan
uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, yakni: calon mempelai (suami-isteri),
wali, saksi, dan ijab gabul.?*

Dasar hukum penetapan bahwa wali merupakan rukun nikah adalah al-
Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu

adalah:

3] 3] oS OF ppskians 36 gl ald Ll qalls 13]s
selly Al page 2w OF cags das sy Bl QEYTE NEVER P
2 oyl ¥ gy ples ayebly 055505 -9

Untuk memperkuat argumennya ad-Dimasyqi juga menulis sebab

turunnya ayat, yakni berkenaan dengan kasus Ma'gal bin Yasar yang

bersumpah tidak akan menikahkan saudaranya kepada mantan suaminya yang

Z\Wahbah al-zuhaili, Figh al-Islam wa *Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 36.

2Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), him..
71-72

% Al-Bagarah [2]: 232
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menceraikannya. Turunnya ayat ini adalah untuk menunjukkan
ketidakbenaran tindakan wali tersebut. Karena itu, kasus ini bagi bagi ad-
Dimasyqgi menunjukkan harus adanya wali dalam perkawinan. Dengan logika
lain kalau memang perempuan boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali untuk
apa ayat ini turun. Maksud pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa
ayat ini bertujuan menunjukkan keharusan adanya wali dalam perkawinan dan
sekaligus larangan perempuan menjadi wali nikah. Untuk memperkuat
pandangan ini ad-Dimasygi mendasarkan pada beberapa hadis. Berkaitan
dengan wali untuk perempuan ini, bapak atau kakek memiliki keistimewaan
yakni boleh menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan janda yang
hilangnya keperawanannya bukan karena hubungan seksual.

Hak /jbar ini dalam kitab-kitab figh di Indonesia, telah terdistorsi.
Beberapa bapak menikahkan dengan paksa anak gadisnya untuk kepentingan
anak gadisnya. Tindakan mereka ini juga didasarkan kepada konsep kitab-
kitab figh tersebut. Padahal dalam kitab figh tersebut ditegaskan bahwa untuk
bolehnya melakukan /jbar ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi
dan syarat tersebut harus diperhatikan secara seksama, yang bertujuan untuk
menjamin kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik, bukan untuk

kepentingan bapak atau kakek.?®

%K M. Ikhsanuddin dkk (Ed), Panduan Pengajar Figh Perempuan di Pesantren,
(Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), him. 113
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari
pandangan kiyai Krapyak terhadap pandangan Mazhab Hanafi tentang wali
nikah, kemudian dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten
tentang masalah wali nikah, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga
dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.
Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan
dua jenis data yaitu:
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pendapat Kiali
Krapyak; dan
b. Data sekunder yaitu semua informasi yang berkaitan dengan konsep
Wali nikah dalam berbagai pandangan ulama, baik berupa buku-buku
penunjang, dokumentasi, kitab-kitab, undang-undang, pendapat para
tokoh itu sendiri dan sebagainya.
Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah deskriptif-analitik*’
yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat
tentang pandangan kiai Krapyak terhadap pandangan mazhab Hanafi

tentang wali nikah, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

“"peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),
him. 28. Lihat juga Winarno Surachmat, Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi
lImiah, cet I, (Bandung: Tarsito, 1972), him. 132.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan Aistoris. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan
menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman
perilaku manusia.’® Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk
menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-
teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih-usul fikih serta pemikiran
hukum, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang
terformulasi dalam fikih. Maksudnya dalam hal ini, ketentuan wali nikah
ditinjau dari aspek-aspek figh terutama dari pendapat para ahli hukum
Islam. Sedangkan pendektan historis digunakan untuk melihat latar
belakang sosial, budaya, dan politik, sehingga terjadinya perbedaan
pendapat di kalangan Mazhab Hanafi. Hasil studi ini kemudian

dikonsultasikan dengan keadaan sekarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Metode /nterview adalah metode pengumpulan data dengan tanya

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada

28Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 111, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), him. 10.
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tujuan penelitian.”® Menurut Masri Singarimbun, wawancara (7nterview)
adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang
terpilih.*® Dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan
terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan
sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab
dengan bebas berdasarkan /nterview guide (pedoman wawancara).
Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian,
yaitu para kiyai Krapyak yang mengetahui dengan jelas permasalahan
wali nikah terutama dalam pengetahuannya pada berbagai pandangan

mazhab figih.

b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data
melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan
subyek yang diteliti.** Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk
mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada,

antara yang lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan

2sytrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 4.

OMasri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LPPPES,
1982), him. 145.

Slquharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 188.
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penduduk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keberagamaan

masyarakat dan pondok pesantren Krapyak serta profil kiai Krapyak.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa
yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang
diterapkan yaitu /nauktif, yang merupakan pola berpikir yang berangkat
dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya khusus untuk
melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat umum,3 dengan
metode ini dapat diketahui dan dianalisis wali nikah dalam perspektif Kiai

Krapyak terhadap pandangan mazhab Hanafi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun
dengan sistematis, maka pembahasannya dikelompokkan dan disistematiskan
ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun
rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan
kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan
skripsi ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu
latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok
masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoretik,

25utrisno Hadi, Metodologi Research, him. 42.
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sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung
masalah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan
akan pembahasan lebih terarah.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini
akan diketengahkan mengenai konsep wali nikah. Dalam bab ini dijelaskan
tentang pengertian wali nikah, landasan hukum dan pembagiannya. Untuk
menarik benang pembahasan, maka dalam bab ini menjelaskan pandangan
para ulama mazhab Hanafi tentang wali nikah.

Bab Tiga, karena penelitian ini adalah pandanga kiai Krapyak, maka
untuk menghantarkan pada pembahasan selanjutnya, bagian ini
mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai peran kiai di pondok
pesantren Krapyak. Sebelum membahas tentang peran Kiai di pesantren
krapyak, terlebih dahulu membahas wilayah keberadaannya sebagai wilayah
bagian pemerintahan kota Bantul, agar dapat diketahui dengan jelas keadaan
yang ada di daerah tersebut. Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi
geografis wilayah pemerintahannya. Kemudian pada sub bab berikutnya akan
membahas keberadaan profil kiai pondok pesantren Krapyak.

Bab Empat, sebagai analisis, maka pada bab ini akan menjelaskan
pandangan ulama krapyak dalam pandangan mazhab Hanafi. Dalam bahasan
ini mengutarakan seputar perwalian anak gadis yang belum dewasa, anak
gadis dewasa, dan janda. Setelah itu diadakan kajian kritis mengenai
perspektif ulama kiai Krapyak mengenai pandangan mazhab Hanafi bahwa

syah menikah tanpa wali.
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Bab Lima, penutup, yang merupakan bagian akhir dari sebuah
penulisan laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-

saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dan dengan melalui pembahasan-
pembahasan di atas, ada baiknya penyusun kemukakan beberapa kesimpulan,
sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan
sebelumnya.

Pandangan bahwa mazhab Hanafi yang membolehkan wanita
menikahkan diri sendiri tanpa wali atau sah menikah tanpa wali, ada tiga hal
yang dipahami kiai Krapyak, yaitu:

Ada tiga hal pandangan kiai mengenai pendapat mazhab Hanafi bahwa
menikah syah tanpa wali, yaitu: pertama, dalam pengambilan dasar nas walau
mengambil dasar al-Qur'an, hadis, dan athar, namun, mazhab Hanafi yang
hanya mencatat nas yang mendukung pandangannya saja, sebaliknya tidak
menyinggung atau memantulkannya dengan nas (al-Qur'an dan Hadis) yang
mengharuskan adanya wali. Hanafi memakai nas athar bukan hadis, seperti
yang dicatat asy-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dan izin wali; kedua,
hak menikahkan. Pandangan ini dipahami kiai Krapyak sebagai penunjukkan
bahwa pelaku menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan.
Jadi bukan walinya dengan melihat argumen yang digunakan. Argumen yang
digunakan mazhab Hanafi menggunakan argumen analogi (giyas), yaitu
bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaan terletak pada

sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan

90
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seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit
tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. la juga dapat
mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena hal inilah,
maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. Selain itu
tujuan dari perkawinan. Bagi paham mazhab Hanafi tujuan perkawinan
memiliki dua sisi; primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah
perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan
sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer
adalah menjadi hak perempuan sendiri, sedangkan tujuan sekunder bisa
melibatkan keluarganya. Oleh karena itu mazhab Hanafi berpandangan bahwa
hak untuk menentukan jodoh dan melakukan perkawinan merupakan hak
pribadi perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh wali, yakni yang ijabnya
diucapkan oleh wali, dinyatakan sah. Manakala telah mendapat persetujuan
dari mempelai perempuan. Bahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali ini,
menurut pandangan ini dipandang sunnah, baik, dan berpahala. Sementara
dipahami kiai, bahwa akad nikah yang //ab-nya diucapkan oleh perempuan,
baik janda maupun gadis adalah tidak sah; dan ketiga, indikas kerelaan
perempuan dalam perkawinan. Dalam pandangan Hanafi disebutkan bahwa
kebebasan dan persetujuan mempelai sangat penting sekali di dalam
persetujuan, baik bagi anak gadis maupun janda. Namun di sini Hanafiyyah
membatasi pada anak gadis yang belum menikah dengan janda. Kalau anak
gadis cukup hanya dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan

jelas. Bagi pandangan Abu Hanifah, hal yang mendasari keterbukaan
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perempuan janda dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan dan
keberakalan atau kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa
memiliki sikap terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dalam
keterbukaan terkandung makna keberanian untuk menyampaikan pikiran dan
pendapatnya secara terus terang. Dia juga dapat memahami apa dan
bagaimana arti dari sebuah perkawinan, sama dengan perempuan janda.
Dipahami kiai Krapyak, keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh
karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia
memahami betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan
seorang gadis, dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering kali dia
merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-
terangan. Hal ini adalah benar adanya, karena perempuan dewasa berhak
untuk bertindak sendiri dalam urusan muamalah maliyah (transaksi ekonomi
atau perdagangan). Akan tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual
tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitive
dan emosional daripada rasionalitas. Oleh karena itu, keberadaan wali dalam
perkawinan sangat dibutuhkan, baik pada gadis maupun janda, dengan catatan

memberikan dan mempertimbangkan kerelaan bagi calon mempelai.

. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya
dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan
masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa

dikemukakan, yaitu:
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Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian
khusus terhadap wali dalam pernikahan, misalnya tentang pemakaian hak-
hak perwalian dalam kajian historis, sosiologis dan sebagainya.

Wali dalam pernikahan, terutama wali mujbir hendaknya sebelum
menggunakan haknya, harus dipikirkan benar-benar dampak yang
ditimbulkannya, baik positif maupun yang negatif, sebab walaupun dalam
agama dan undang-undang yang mengaturnya membolehkan, namun bagi
sebagian perempuan memilih dan menentukan jodohnya adalah hak
asasinya sebagai manusia, yang tidak bisa ditentukan orang lain, baik itu
oleh orang tuanya maupun saudara-saudaranya.

Kiranya perlu diketahui, bahwa wali dalam pernikahan yang dimaksud
dalam Islam, sesungguhnya masih mengandung pelgjaran yang masih perlu
dipahami. Kiranya kemudaratan dan manfaat harus dipertimbangkan, agar
tidak terjadi kesalahpahaman tentang menggunakan hak mujbir dan
menentukan pilihan hidup (jodoh) pada akhirnya berujung pada kerugian

bahkan tidak mungkin meruncing pada perceraian.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

No

Him

Fn

Terjemahan

BAB I

Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya
maka pernikahan itu batal

Tidak sah pernikahan tanpa ada wali

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak Mengetahui.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di
antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)
dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan
kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)
lagi Maha Mengetahui.

15

25

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak Mengetahui.

BAB Il

23

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita




musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

23

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
Mengetahui.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena
dengan demikian kamu menganiaya mereka.
Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al
Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-
Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta
Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu




lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak Mengetahui.

24

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu  dengan sindiran atau kamu
menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu
ber'azam (bertetap hati) untuk beragad nikah,
sebelum  habis  'iddahnya. dan  Ketahuilah
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam
hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah
bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.

24

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di
antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah
berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah
hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah
(dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau
waris dari yang meninggal) membiarkan mereka
berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

10

24

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena
itu ma'atkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya

11

25

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka)
yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini
wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini
wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian
kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu
kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan




berilah maskawin mereka menurut yang patut,
sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara
diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan
apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,
kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji
(zina), maka atas mereka separo hukuman dari
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi
orang-orang yang takut kepada kemasyakatan
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,
dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

12

25

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

13

25

Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah
mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah
kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.

14

26

10

Tidak sah pernikahan tanpa dengan wali

15

26

11

Apabila seorang perempuan menikah tanpa seijin
walinya, maka nikahnya batal, apabila sisuami telah
menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima
mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila
walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim




(pemerintah)lah yang menjadi wali bagi perempuan
yang (dianggap) tidak memiliki wali.

16

26

12

Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain
dan jangan pula seorang wanita mengawinkan
dirinya.

17

26

13

Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang
wanita yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia
benci dinikahkan oleh bapaknya, maka jika diamnya
adalah ridanya tanpa diminta persetujuannya, maka
nikahnya tidak sah.

18

26

14

Janda lebih berhak menentukan dirinya daripada
walinya.

19

27

15

Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda

20

27

16

Sesungguhnya datang seorang perempuan kepada
Nabi Saw., maka ia berkata kepada Nabi,
sesungguhnya saya telah dinikahkan bapak saya
kepada anak saudaranya. Sesungguhnya saya tidak
menyukainya. Lalu dia berkata lagi, aku rela
dinikahkan mengikuti kemauan bapakku dan akan
tetapi aku ingin bahwa perempuan semua tahu bahwa
tidak ada hak bagi seorang bapak dalam perkara
rumahtangga dan nabi tidakmengingkarinya, lalu
Nabi berkata pada perempuan itu dan tidak boleh ada
paksaan baik pada gadis atau janda

21

27

17

Gadis atau perawan-perawan dimintai ijinnya.
[jinnya adalah diamnya.

22

28

18

Apabila wali itu Dberselisih, maka pemerintah
bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak
mempunyai wali.

23

37

30

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum vyang (mau)




mengetahui.

24

37

31

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.

25

37

32

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di
antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah
berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi natkah
hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah
(dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau
waris dari yang meninggal) membiarkan mereka
berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah
Mabha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

26

38

34

Janda lebih berhak menentukan dirinya daripada
walinya.

27

39

36

Tidak boleh bagi wali menikahkan secara paksa

28

39

37

Sesungguhnya datang seorang perempuan kepada
Nabi Saw., maka ia berkata kepada Nabi,
sesungguhnya saya telah dinikahkan bapak saya
kepada anak saudaranya. Sesungguhnya saya tidak
menyukainya. Lalu dia berkata lagi, aku rela
dinikahkan mengikuti kemauan bapakku dan akan
tetapi aku ingin bahwa perempuan semua tahu bahwa
tidak ada hak bagi seorang bapak dalam perkara
rumahtangga dan nabi tidakmengingkarinya, lalu
Nabi berkata pada perempuan itu dan tidak boleh ada
paksaan baik pada gadis atau janda

29

42

43

Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang
perawan yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia
benci dinikahkan oleh bapaknya maka jika diamnya
adalah ridhonya maka nikahnya tidak sah.

30

42

44

"...Gadis atau perawan-perawan dimintai ijinnya.
Ijinnya adalah diamnya.




BAB I11

31

62

24

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.

32

62

25

Tidak ada keutamaan di antara orang-orang Arab dan
orang 'ajam kecuali dengan taqwa

33

62

26

Orang Arab sebagian itu menyamai bagian yang lain
dan budak-budak sebagaimana menyamai sebagian
yang lain kecuali penjahit dan pembekam.

34

63

27

Janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan gadis
dinikahkan bapaknya.

35

63

28

Janda lebih berhak pada dirinya, sedang gadis
diminta persetujuannya, izinnya adalah diamnya.
Dalam riwayat laindan izinnya adalah diamnya.

36

63

29

Tidaklah dikawinkan seorang janda sechingga ia
diajak berembug, dan tidaklah dikawinkan seorang
gadis sehingga ia diminta izin. Para sahabat
bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana ia memberi
izin? Sabda Rasulullah: Apabila ia diam.

BAB IV

37

67

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf.

38

67

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan

39

68

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan
mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang
patut.




40

69

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena
dengan demikian kamu menganiaya mereka.

41

70

Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah
mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah
kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia
akan mengadakan baginya jalan keluar.

42

70

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu dengan sindiran atau kamu
menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu
ber'azam (bertetap hati) untuk beragad nikah,
sebelum habis ‘iddahnya.

43

71

10

Apabila seorang perempuan menikah tanpa seijin
walinya, maka nikahnya batal, apabila sisuami telah
menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima
mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila
walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim
(pemerintah)lah yang menjadi wali bagi perempuan
yang (dianggap) tidak memiliki wali.

44

71

11

Umar menjilidnya dan menolak pernikahannya

45

71

12

Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang
perawan yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia
benci dinikahkan oleh bapaknya, maka jika diamnya
adalah ridanya maka dia tidak menyukainya,
nikahnya tidak sah.
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Pada umumnya wali dalam pernikahan merupakan rukun yang wajib
ada. Wali nikah ini adalah orang yang berhak meenikahkan anak
perempuannya, misalnya bapak atau kakek menikahkan anak/cucu atau

lebih sering disebut hak ijbar.

O iya, ijbar adalah hak bapak/kakek untuk menikahkan
anaknya/cucunya yang masih gadis atau perawan tapi dengan catatan harus
menanyai persetujuan anakna/cucunya. Bagi saya anak gadis yang sudah
pantas untuk menikah orang tunya berhak untuk mencarikan atau
menjodohkan kepada pria yang dianggapnya baik, karena setiap orang tua
menginginkan anaknya bahagia oleh karena itu jalan atau memilihkan
jodohnhataik dan tidak merugikan anaknya maka ha ijbar bagi bapak/kakek
boleh tap yang jelas plihan iyu tadiharus sekufu terutama dalam hal agama.
Jika pilihan bapak/kakek terhadap seorang pria (sholeh) ya tentunya kan
akan melahirkan keturunan yang sholeh disamping menambah pengetahuan
keagamaannya , jadi hak ijbar satu sisi memang perlu, di sisi lain orang tua
harus meihat sikonnya terlebih lagi dijaman sekarang ini. Lha wong
perempuan sama laki-laki jaman sekarang ini sudah sama saja

dalam satu madzhab fikih ada satu pendapat yang mengatakan bahwa
menikah tanpa wali adalah sah. Madzhab ini diwakili oleh hanafiah,
bagaimana menurut pak kiai?

O iya, memang di madzhab hanafi memahami bahwa pernikahan

tanpa wali memang sah. Tapi menurut saya pemahahan yang dipahami
hanafiah adalah bagi perempuan-perempuan ang sudah menikah/janda
bukan pada perempuan yang belum menikah atau perawan. Disini kan
dalilnya jelas misalnya dalam Albagorah 232 disana memang disebutkan
bahwa dalam ayat perempuan yang sudah di talaq tidak boleh dihalangi
untuk menikah lagi, tapi bukan berarti pernikahannya itu tanpa wali. Yang
di maksud dalam ayat ini adalah bekas suaminya, jadi yang jelasnya
menikah itu memang harus ada wali walau pada sebagian pendapat
mengatakan kalau perempuan yang sudahmenikah tidak bisa dipaksakan
hak ijbar. Nah disinilah letaknya mafhum mukhalafah tadi.

terus bagaimana menurut kiai antara UU NO.1/74 atau KHI, disana
kan ada dijelaskan bahwa wali itu tidak memaksakan baik itu pada wali
atau janda, ketika hal ini dikaitkan dengan pandangan Hanafiah tadi,
artinya kan antara UUP dengan madzhab hanafi, berartikan seolah-olah ada
kesesuaian?



lya memang, tetapi itu sepintas, kalau mau dipahami jelas ada
perbedaanya, pertama didalam UUP wali merupakan rukun sedangkan
dalam madzhab hanafi itu bukan. Yang kedua dasar yang ada di UUP/KHi
dominan memakai madzhab Syafi’l sementara Hanafiah kemungkinan
tidak mensinkronkan antara nas Al-qur’an dan hadis nabi dan ketiga ini
mungkin merupakan factor pemahaman bahasa

terus menurut kiai sendiri dimana persamaan dan perbedaan antara UUp
dan madzhab Hanafi?

Ya jelas seperti yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya permasalahannya
terletak pada mengenai hak wali bagi anak perempuan belum dewasa, anak
dewasa dan janda. Di sini jelas perbedaanya dalam madzhab syafi’'l sendiri hak
ijbar itu bagi anak dewasa/belum menikah dan tidak ada hak ijbar pada janda tapi
bukan tidak adanya wali jika ia ingin menikah lagi. Jika yang dipahami bagi hak
janda misalnya bisa menikahkan dirinya sendiri bukan mengenai hak ijbarnya
tetapi mengenai walinya. Maksudnya janda itu bisa menjadi wali bagi dirinya
sendiri nah ini yang harus dipahami bahwa yang tersirat dalam madzhab hanafi
sendiri bahwa perempuan itu yang jadi walinya bukan hak ijbarnya



Mazhab Hanafi

Dalam kitab (ds—=xl)) ditulis, menurut Abu Hanifah (80-150/696-767),
pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau
meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda,
sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak
membatalkan (mempunyai hak u=l_<el). sementara menurut Muhammad bin
al-Hasan al-Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu Hanifah, status
perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu.
Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat lain, ada
perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara
mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian
berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara
mutlak, sekufu atau tidak.

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah
adalah al-Qur'an dan sunah Nabi. Dari al-Qur'an ditulis al-Bagarah (2): 230,

dan al-Bagarah (2): 232, dan al-Bagarah (2):240, berikut ini:
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bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (/Aunna) yang
berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga
tunjukkan (<=3) al-Bagarah (2):232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal
ayat (sl—uill sidlkldg), Dengan demikian tunjukkan ayat ini adalah kalau
masa /ddah mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak
mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, ayat ini
tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah
suami-suami.

Dalil sunah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita
menikah tanpa wali adalah:

a. hadis yang berbunyi (—-éu i sl o) 'seorang (...... ) lebih berhak
kepada dirinya daripada walinya. Penyebutan (....... ) dalam hadis ini
menurut ahli bahasa, dan sependapat al-Karakhi' adalah ‘wanita yang
tidak mempunyai suami' baik gadis atau janda, meskipun Muhammad al-
Saibani berpendapat, arti kata (........ ) dalam hadis ini adalah janda.

b. Hadis lain (............... ),



c. ditambah kasus, al-Khansa'a yang dinikahi secara paksa oleh bapaknya
dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan
al-Khansa'a tentang status dirinya; apakah gadis atau janda.

d. Kasus lain adalah kasus Ummu Salamah yang ketika dilamar Rasul tidak
ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salamah
bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh
‘'umar atas perintah Rasul. Dasar al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut
ditambah dengan tindakan (athar) 'umar, ‘ali dan ‘abdullah ibn 'umar
yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan 'Aisyah yang
menikahkan anak peremupuan saudaranya bernama Hafsah bint 'Abd al-
Rahman, menurut catatan al-Sarakhsi dapat ditarik kesimpulan bolehnya
(absah) pernikahan wanita tanpa wali. Dengan demikian 'athar' 'Ali yang
membolehkan pernikahan yang dinikahkan anak perempuannya di
samping dalil bolehnya nikah tanpa wali juga menjadi dasar bolehnya
seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebagai tambahan, dalam
kitab al-Masbut tidak disinggung bagaimana tanggapan Abu Hanifah
tentang hadis yang mengharuskan adanya wali.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri),
menurut Abu Hanifah, persetujuan wanita (calon istri), gadis atau janda harus
ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, akad nikah tidak
boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam

perkawinan, menurut Abu Hanifah adalah pertama, kasus di masa Nabi yang



menyatakan bahwa nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan
bapaknya, karena sang calon tidak menyetujui (............. ) yakni kasus yang
menimpa al-Khansa'a yang dicatat sebelumnya. Dalam kasus ini al-Khansa'a
menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, yakni dia dinikahkan
bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi balik
bertanya 'apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)? ‘'jawab al-Khansa'a,
'saya tidak senang dengan pilihan bapak'. Nabi lalu menyuruhnya pergi dan
menetapkan huukum perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah,
seraya bersabda atau berpesan, 'nikahlah dengan orang yang kamu senangi'.
Al-Khansa'a berkomentar, 'bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku
ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan
kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi menyetujuinya’.
Ditambah lagi oleh al-Khansa'a, "Nabi tidak meminta keterangan apakah saya
gadis atau janda', seperti dicatat sebelumnya. Kasus al-Khansa'a ini menjadi
salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang harus
adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaan
hanya terletak pada tanda setujunya; kalau gadis cukup dengan diamnya,
sementara janda harus tegas. Dasar hadis kedua yang digunakan hanafi adalah
hadis (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang
calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup
dengan diamnya. Sebaliknya kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.
Karena itu, di samping menjadi al-Khansa'a inijuga menjadi dasar harus

adanya persetujuan wanita untuk pernikahannya.



Hadis-hadis tersebut di atas memperkuat posisi hadis yang mengatakan,
'seorang gadis harus diminta persetujuannya dalam perkawinan'. Karena itu,
persetujuan dari calon wanita dalam perkawinan adalah satu ketetapan pokok
yang harus ada. Untuk memperhatikan pentingnya persetujuan gadis dalam
perkawinan digambarkan:

Sekiranya seorang gadis dinikahkan bapak tanpa persetujuan si gadis,
bersamaan dengan itu saudara si gadlis menikahkan dengan orang lain
aengan persetujuan si gadls, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan

saudara. Konsekuensinya, sekiranya diantara pasangan yang dipaksakan
bapak ada yang meninggal. Antara suami dan Istri tidak saling mewarisi.

Tindakan Nabi yang memisahkan perkawinan janda tanpa persetujuan si
janda dan kemudian menikahkannya, juga menjadi dalil bagi Abu Hanifah
untuk menunjukkan bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab
karena tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Sebab dalam
kasus ini Nabi menikahkan wanita tersebut dengan pria idamannya karena
wali nasab dari janda menolak menikahkan. Sejalan dengan itu, kasus ini
juga menjadi petunjuk, bahwa yang diikuti adalah pilihan si janda, bukan
pilihan walinya. Alasan lain tentang harus adanya persetujuan dan sesuai
dengan pilihan janda (calon istri), menurut Abu Hanifah, bahwa pilihan si
calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon dari pada pilihan wali.
Dengan demikian, persetujuan dari para calon, menurut Abu Hanifah adalah
satu keharusan dalam perkawinannya, baik bagi seorang gadis maupun janda.
Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda

harus dinyatakan dengan tegas.



Konsep dan variasi kekiaian

Sudah menjadi kebiasaan umum (di seluruh dunia Islam) bagi seorang
ulama terkenal untuk untuk melaksanakan lembaga pendidikan agama. Di Arab
Saudi, dan juga Iran, madrasah merupakan lembaga seperti itu. Sedangkan di
Indonesia, lembaga ini secara tradisional disebut pesantren. Pesantren adalah
sistem pembelajaran di mana para murid (santri) memperoleh pengetahuan
keislaman dari seorang ulama (kiai) yang biasanya mempunyai pengetahuan
khusus.

Di berbagai wilayah di Indonesia, penggunaan istilah kiai berbeda dengan
istilah ulama. Horikoshi dan Mansurnoor membedakan kiai dari ulama dalam
peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih umum
dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah
kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai
cendikiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial
individu dan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi ulama yang terpenting adalah
peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara
mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan
keagamaan ortodoks di kalangan ulama. Istilah ulama secara luas digunakan di
dunia Islam dan paling tidak setiap muslim tahu apa itu arti istilah ulama. Di
Indonesia beberapa istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat
keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai (meskipun adala istilah lain, misalnya

tuan guru, syekh).



Di Krapyak, variasi penggunaan istilah seperti itu tidak setegas di Madura.
Semua ulama dari tingkat tertinggi sampai terendah di sebut kiai. Dengan kata
lain istilah kiai di Krapyak tidak merujuk pada mereka yang menjalankan
pesantren, tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam masjid yang
memiliki ppengetahuan keislaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga
yang lain. Lebih dari itu hierarki keulamaan di Krapyak berbeda dengan misalnya
di Madura. la terkait dengan struktur formal apapun, tetapi lebih terletak dalam
pengakuan sosial sehingga agak sulit mengenali tingkat kekiaian seseorang.
Hanya mereka yang menjalankan pesantren yang bisa dikenali dengan mudah.
Mereka dianggap sebagai kiai yang lebih tinggi derajatnya.

Pola hierarki keulamaan pada umumnya ditopang dan dilembagakan oleh
kenyataan bahwa keulamaan, khususnya kekiaian pada dasarnya bersifat
askripstif. Pola ini lebih menonjol di Madura. Karena pada tingkat tertinggi,
yakni tingkat kiai, keulamaan diwariskan secara geneaologis. Namun demikian
pengakuan masyarakat memiliki peran yang lebih menentukan berkaitan dengan
keulamaan, seseorang daripada sekedar sekedar faktor geneaologis. Seorang
muslim terpelajar yang ingin menjalankan pesantren tetapi tidak berasal dari
keluarga kiai biasanya akan sulit memperoleh pengakuan dari masyarakat, namun
hal itu bukan berarti bahwa seseorang yang tidak berasal dari keluarga kiai tidak
bisa menjadi seorang kiai terkenal. Maka, masalah askriptif kiai mungkin perlu
dibedakan pada berbagai tingkat. Pada tingkat yang lebih tinggi, di Krapyak
misalnya, kekiaian lebih banyak bersifat geneaologis (diwariskan), khususnya di

kalangan mereka yang menjalankan pesantren. Pola pewarisan kekiaian ini



tampaknya disebabkan oleh peran dan tanggungjawab yang lebih besar dari kiai
tingkat ini, di samping juga karena mereka memiliki pengetahuan Islam yang
mumpuni. Kebanyak kiai Jawa terkenal pada masa lalu., misalnya, belajar di
Mekah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memperoleh predikat sebagai
kiai. Selain itu juga karena seorang kiai hamper selalu menyediakan pusat
pembelajaran, yakni pesantren yang dibangun dengan uangnya sendiri, yang
tentunya membutuhkan modal yang cukup banyak.

Dibandingkan dengan di Madura, kekiaian di Jawa, termasuk Jawa Barat,
tampak lebih terbuka, dalam arti ia dibentuk dalam pola yang lebih berorientasi
pada prestasi. Meskipun beberapa kiai terkenal di daerah-daerah ini berasal dari
keluarga kiai, namun kekiaian tidak melekat dalam struktur sosial yang ada.
Pengangkatan kiai di daerah-daerah ini didasarkan pada pengakuan sosial.
Sepanjang seseorang mempunyai pengetahuan Islam yang luas, maka anggota
masyarakat akan dengan mudah mengakuinya sebagai seorang kiai. Maka,
seorang santri yang idak berasal dari keluarga kiai juga dapat memperoleh
predikat kiai. Tidak jarang ditemukan seorang santri yang sangat pintar
kemudian dinikahkan dengan putrid kiai hanya untukmelanjutkan kepemimpinan
sang kiai atas pesantrennya ketika ia menganggap tidak ada seorangpun dari
anggota keluarganya yang dapat menggantikannya. Selain itu, ada juga santri
yang menikah dengan putrid seorang petani kaya dan kemudian diminta untuk
mendirikan pesantren. Perbedaan lain antara kekiaian di Madura dan Jawa
ditunjukkan oleh kenyataan bahwa di jawa, struktur kekiaian yang ada tidak

bersifat hierarkis. Seorang imam, misalnya tidak mesti selalu lebih tinggi



kedudukannya daripada seorang ustadz. Lebih dari itu, seorang anggota MUI
tingkat Kabupaten tidak otomatis lebih dihormati daripada seorang ustadz di
desa jika ternyata yang terakhir lebih banyak mengethaui Islam daripada yang
pertama.

Dari berbagai tingkat keulamaan di Jawa, hanya ulama yang lebih tinggi,
yakni Kiai, yang mempunyai pengaruh lintas desa. Seorang wustadz biasanya
mempunyai pengaruh lokal yang terbatas, tidak saja kerena pengetahuannya
keislamannya tidak seluas Kiai, tetapi juga karena ia tidak mempunyai pesantren
sebagai pusat pembelajaran. Pesantren adalah lembaga penting yang terkait
dengan kekiaian seseorang. Melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola
patronase yang menghubungkannya dengan para santrinya dan juga masyarakat
yang berada di luar desa atau kotanya sendiri. Pola patronase yang
menghubungkan para orang tua santri dengan para kiai di mana para orang tua
santri secara psikologis merasa berhutang budi kepada sang kiai dikarenakan
anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu,
pengaruh yang lebih luas dan pola kepemimpinan kiai yang lintas desa
memudahkannya berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai
kadang-kadang juga memainkan peran perantara mentransmisikan pesan-pesan
pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat
lebih mudah menerima program pemerintah bila itu dikemukakan oleh seorang
Kiai.

Kiai di Krapyak dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu Kiai

pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan-



kegiatan khusus mereka dalam pembangunan Islam. Meskipun demikian, pada
kenyataannya seorang kiai dapat digolongkan dalam lebih dari satu kategori. Kiai
Ali Maksum misalnya, adalah seorang kiai panggung terkenal. Tetapi ia juga

seorang kiai politik karena salah satu tokoh ulama dan pengurus NU.



HASIL WAWANCARA
+bagai mana permbangan PP.krapyak?

- (lihat buku profil Almunawir dan Ali maksum)
+ Bagai mana menurut kiai menurut wali nikah?

- Pada umumnya wali dlam pernikahan merupakan rukunkah yang wajib ada. Wali nikah ini
adalah orang yang berhak meenikahkan anak perempuannya

Misalnya bapak atau kakek menikahkan anak/cucu
+ Apakah kiai mengakui adanya hak ijbar

- Oiya, ijbar adalah hak bapak/kakekuntuk menikahkan anaknya/cucunya yang masih gadis atau
perawan tapi dengan catatan harus menanyai persetujuan anakna/cucunya. Bagi saya anak
gadis yang sudah pantas untuk menikah orang tunya berhak untuk mencarikan atau
menjodohkan kepada pria yang dianggapnya baik, karena setiap orang tua menginginkan
anaknya bahagia oleh karena itu jalan atau memilihkan jodohnhataik dan tidak merugikan
anaknya maka ha ijbar bagi bapak/kakek boleh tap yang jelas plihan iyu tadiharus sekufu
terutama dalam hal agama. Jika pilihan bapak/kakek terhadap seorang pria (sholeh) ya tentunya
kan akan melahirkan keturunan yang sholeh disamping menambah pengetahuan keagamaannya
, jadi hak ijbar satu sisi memang perlu, di sisi lain orang tua harus meihat sikonnya terlebih lagi
dijaman sekarang ini. Lha wong perempuan sama laki-laki jaman sekarang ini sudah sama saja

+ dalam satu madzhab fikih ada satu pendapat yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali adalah
sah. Madzhab ini diwakili oleh hanafiah, bagaimana menurut pak kiai?

- Oiya, memang di madzhab hanafi memahami bahwa pernikahan tanpa wali memang sah. Tapi
menurut saya pemahahan yang dipahami hanafiah adalah bagi perempuan-perempuan ang
sudah menikah/janda bukan pada perempuan yang belum menikah atau perawan. Disini kan
dalilnya jelas misalnya dalam Albaqorah 232 disana memang disebutkan bahwa dalam ayat
perempuan yang sudah di talaq tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi, tapi bukan berarti
pernikahannya itu tanpa wali. Yang di maksud dalam ayat ini adalah bekas suaminya, jadi yang
jelasnya menikah itu memang harus ada wali walau pada sebagian pendapat mengatakan kalau
perempuan yang sudahmenikah tidak bisa dipaksakan hak ijbar. Nah disinilah letaknya mafhum
mukhalafah tadi.

+ terus bagaimana menurut kiai antara UU NO.1/74 atau KHI, disana kan ada dijelaskan bahwa wali
itu tidak memaksakan baik itu pada wali atau janda, ketika hal ini dikaitkan dengan pandangan
Hanafiah tadi, artinya kan antara UUP dengan madzhab hanafi, berartikan seolah-olah ada
kesesuaian?



lya memang, tetapi itu sepintas, kalau mau dipahami jelas ada perbedaanya, pertama didalam
UUP wali merupakan rukun sedangkan dalam madzhab hanafi itu bukan. Yang kedua dasar yang
ada di UUP/KHi dominan memakai madzhab Syafi’l sementara Hanafiah kemungkinan tidak
mensinkronkan antara nas Al-qur’an dan hadis nabi dan ketiga ini mungkin merupakan factor
pemahaman bahasa

+ terus menurut kiai sendiri dimana persamaan dan perbedaan antara UUp dan madzhab
Hanafi?

Ya jelas seperti yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya permasalahannya terletak pada dua hal
pertama mengenai hak wali bagi anak perempuan dewasa dan janda. Disini jelas perbedaanya
dalam madzhab syafi;\'l sendiri hak ijbar itu bagi anak dewasa/beum menikah dan tidak ada hak
ijbar pada janda tapi bukan tidak adanya wali. Jika yang dipahami bagi hak janda misalnya bisa
menikahkan dirinya sendiri bukan mengenai hak ijbarnya tetapi mengenai walinya. Maksudnya
janda itu bisa menjadi dirinya sendiri nah ini yang harus dipahami bahwa yang tersirat dalam
madzhab hanafi sendiri bahwa perempuan itu yang jadi walinya bukan hak ijbarnya

+ bagaimana saran kiai untuk orang-orang tua yang mempunyai anak-anak perawan atau janda (diluar

teks)?

Ya sebenarnya kalau dilihat dijaman sekarang ini hak ijbar atau pemaksaan sudah jarang
digunakan. Mungkin disamping kemajuan pengetahuan dan kesadaran orang tua yang
memaksakan beralih kepada demokrasi. Artinya anak diberi keleluasaan untuk memilih
jodohnyaya entah itu anaknya perawan atau janda



Hak Menikahkan

Pada bab terdahulu sudah dijelaskan bahwa hak menentukan pasangan
atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan melangsungkan
pernikahan. Menentukan bukanlah memilih, memilih dapat dilakukan oleh
siapa saja, baik seorang ayah, ibu, atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-
laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau
memutuskan berada di tangan anak sendiri. Hak /jbar sebagaimana yang
dikenal dalam ilmu figh, jelas lebih berkonotasi hak mengawinkan. Oleh
karena itu, siapakah yang berhak mengawinkan anak perempuannya atau siapa
yang berhak mengucapkan ijab dalam suatu perkawinan. Terhadap pernyataan
inilah, sebenarnya menurut KH Zainal Abidin sebenarnya ada banyak
pendapat figh.

Dalam pandangan Abu Hanifah yang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya (Bab IlI) di sana dinyatakan bahwa wali tidak berhak
mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa.
Pandangan ini, oleh mazhab Hanafi disertai dengan dalil-dali al-Qur'an dan
Hadis serta atar-atar dari para sahabat. Intinya, menurut pandangan Mazhab
Hanafi dipahami oleh KH Zainal Abidin sebagai penunjukkan bahwa pelaku
menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi bukan
walinya.

Dalil al-Qur'an dan Hadis serta atar yang digunakan walau pada
dasarnya terjadi pada kasus janda, oleh sebab itu KH Zainal Abidin

menanggapi pendapat Mazhab Hanafi ini, dengan melihat argumen yang



digunakan. Argumen yang digunakan Mazhab Hanafi menggunakan argumen
analogi (giyas), yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda.
Kesamaan terletak pada sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau
jandanya.  Kedewasaan seseorang memungkinkan  dirinya  untuk
menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau
pikirannya. la juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-
malu. Oleh karena hal inilah maka gadis dewasa dapat disamakan dengan
perempuan janda.

Pemikiran lain yang dipahami dari pandangan Mazhab Hanafi mengenai
wali nikah, menurut KH Hendrik Sutopo adalah mengenai tujuan perkawinan
itu sendiri. Bagi paham mazhab Hanafi tujuan perkawinan memiliki dua sisi;
primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah
hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah
hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak
perempuan sendiri, sedangkan tujuan sekunder bisa melibatkan keluarganya.

Pada sisi lain yang dipahami dari pendapat mazhab Hanafi ini,
sebagaimana yang dikemukakan KH Hendrik Sutopo, pandangan mengenai
perempuan dewasa dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan
tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi
keuangan, seperti perdagangan dan sebagainya. Ini memang merupakan
pandangan yang telah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu logis saja
jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan

dengan urusan pribadinya.



Oleh karena itu mazhab Hanafi berpandangan bahwa hak untuk
menetukan jodoh dan melakukan perkawinan merupakan hak pribadi
perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh wali, yakni yang ijabnya
diucapkan oleh wali, dinyatakan sah. Manakala telah mendapat persetujuan
dari mempelai perempuan. Bahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali ini,
menurut pandangan ini dipandang sunnah, baik, dan berpahala.

Pandangan Abu Hanifah ini, berbeda dengan pandangan ulama figh pada
umumnya, imam asy-Syafi'i misalnya berpendapat, bahwa akad nikah yang
ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis adalah tidak sah.
Pendapat ini juga didukung oleh dasar-dasar yang kuat, misalnya dalam QS al-
Bagarah dan QS. an-Nur.

Dua contoh ayat di atas secara jelas menunjukkan tentang perintah
Tuhan kepada wali untuk mengawinkan anak perempuan mereka. Jadi, pelaku
yang mengawinkan dalam hal ini adalah walinya, bukan perempuan yang
bersangkutan. Sementara itu, ayat al-Qur'an dalam QS al-Bagarah [2]: 221, di
atas, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i dan Imam-imam yang lain (Imam
Malik, Ibn Syubramah dan lain-lain) secara berbeda, tafsiran mereka adalah:

"(wahai para suami), apabila kamu menceraikan isteri-isterinu,
kemudian ‘iddahnya habis maka janganlah kamu (wahai para wali)
menghalangi mereka (bekas isteri-isteri itu) untuk kawin dengan laki-laki lain
(calon sumi mereka".

Bila dilihat dalam asbab an-nuzulnya, ayat ini diturunkan Tuhan

berkaitan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar. Sahabat ini telah mengawinkan



saudara perempuannya. Tidak lama kemudian, suaminya menceraikannya
hingga habis masa 7ddaf-nya. Bekas suami ini kemudian bermaksud
mengawininya kembali. Mendengar hal ini, Ma'qil pun marah. la bersumpah
untuk tidak akan mengawinkannya. Dari kasus ini dapat dipahami, bahwa
seandainya saja perempuan tersebut boleh mengawinkan dirinya kepada bekas
suaminya ini, niscaya ayat ini tidak diturunkan. Bahkan menurut Abu Daud,
Ma'qil diperintahkan Nabi untuk membayar denda sebagai hukuman atas
sumpahnya (k/farat).

Selain ayat al-Qur'an di atas, kelompok asy-Syafi'iyyah mengemukakan
argumen lain dari hadis nabi:

Dimaksud dari 'tidak ada kawin, kecuali oleh wali' ialah tidak sahnya
suatu perkawinan kecuali oleh wali. Jadi, bukan berarti tidak ada suatu
perkawinan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali.
Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial karena fakta perkawinan
seperti ini memang terjadi. Oleh karena itu penaian (negasi) di sini adalah
penafian keabsahan perkawinan kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbea dengan
yang dikemukan Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa penaian tersebut
adalah penafian kesempurnaan. Artinya perkawinan tidak oleh wali tersebut
tetap sah, meskipun tidak sempurna.

Sementara tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah pembentukan
keluarga yang bahagia mawaddah wa rahmah. Akad perkawinan bukanlah
semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua mempelai belaka,

melainkan keluarga mempelai juga mempunyai peran yang sangat penting.



Seorang perempuan, menurut paham ini, pada umumnya kurang memiliki

kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya

lebih  menonjol disbanding kecerdasan akalnya. Kondisi ini bisa

mengkhawatirkan. Boleh jadi, dia akan kawin dengan laki-laki yang salah.

Untuk mengatasi itulah unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah

dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentinganperkawinan.
Indikasi kerlaan Perempuan dalam perkawinan

Jika faktor kerelaan atau dalam bahasa Arab disebut riga, menjadi
sangat mendasar bagi akad perkawinan, maka ada baikknya diuraikan maksud
dari indikasi kerelaan yang dimaksud dalam pandangan mazhab Hanafi.

Bagi Abu Hanifah, kerelaan seseorang perempuan untuk dikawinkan
dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menuntut
mereka diukur dari sisi apakah dia sudah balig atau belum. Jadi seseorang
perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun janda dinyatakan sebagai
dewasa, apabila dia sudah berusia aqil balig. Dalam hal seperti ini perempuan
berhak, baik secara langsung atas nama dirinya sendiri maupun mewakilkan
kepada orang lain untuk melakukan akad perkawinan. Dengan kata lain, dia
berhak mengucapkan sendiri ijabnya dan atau berhak mewakilkannya kepada
orang lain.

Menanggapi pendapat Mazhab Hanafi ini, KH Zainal Abidin
mengatakan bahwa:

Pandangan Mazhab Hanafi sangat berbeda dengan pendapat imam asy-

Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat



dipastikan sengan meihat statusnya, gadis atau janda. Mengenai hadis Nabi
yang membicarakan hak janda (as-Saibi ahagqqu binafsiha min wliyyiha) dan
hak gadis (al-bikr tustazan wa iznuha wa iznuha samatuha) pada hakekatnya
hanya berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan itu. Pada perempuan
janda, kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan,
sedangkan pada perempuan gadis adalah sebaliknya, tertutup dan malu-malu.
Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja. Tersenyum, atau dengan
cara-cara lainnya yang oelleh tradisi masyarakt sosial kampus dianggap
sebagai sikap menyetujui atau menimal atau tidak menolak.

Kerelaan seorang janda harus diungkapakn secara terbuka. Bagi
pandangan Abu Hanifah, hal yang mendasari keterbukaan perempuan janda
dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan dan keberakalan atau
kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki sikap
terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dalam keterbukaan terkandung
makna keberanian untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara terus
terang. Dia juga dapat memahami apa dan bagaimana arti dari sebuah
perkawinan, sama dengan perempuan janda.

Menurut pandangan KH Zainal Abidin dan KH Hendrik Sutopo dan
Asyhari Abta, keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena
pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami
betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan seorang gadis,
dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering kali dia merasakan

kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan.



Hal ini adalah benar adanya, karena perempuan dewasa berhak untuk
bertindak sendiri dalam urusan mu‘'amalah maliyah (transaksi ekonomi atau
perdagangan). Akan tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual
tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitive
dan emosional daripada rasionalitas.

KH Hendri Sutopo, salah seorang kiai panggung yang sering melalang
daerah dalam berdakwah memberikan komentarnya bahwa dalam perbedaan
antara urusan seksual dan urusan ekonomi bagi perempuan. Perbedaan yang
pertama, bahwa urusan seksual bagi perempuan dipandang lebih penting dan
lebih berharga daripada harta benda, berapapun besarnya. Oleh karena iti,
dalam urusan seks ini, keterlibatan pihak lain menjadi penting; kedua, relasi
seksual seorang sering kali dilandasi oleh kepentingan hawa nafsu. Orang,
untuk kepentingan ini, sering kali mau mengorbankan harta bendanya. Kalau
sudah urusan begini, pikiran sehat perempuan sering kali tertutup. Hal seperti
ini tidak banyak terjadi dalam urusan ekonomi; ketiga kerugian yang terjadi
akibat kekeliruan dalam relasi seksual tidak hanya dirasakan deritanya oleh
perempuan yang menjadi korbannya semata, tetapi juga oleh orang lain,
terutama orang tuanya (walinya). Dia bukan saja merasa sedih, melainkan juga
malu. Kerugian dalam urusan harta benda atau keuangan tidak lebih parah dari
ini, apalgi bagi perempuan.

Kemudaian KH Hendrik Sutopo menambahkan, bahwa sifat kedewasaan
seseorang yang membuat dia bisa bersikap terbuka dan mampu memandang

persoalan secara cerdas, tidaklah dapat dirumuskan secara jelas. Semua makna



yang terkandung dalam kata kedewasaan bersifat nisbi, relative, sangat
tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kecerdasan,
keberanian, kepentingan, moralitas, pergaulan, dan kedudukan sosial adalah
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan seseorang. Dengan
demikian kedewasaan tidak dapat dijadikan ‘illat hukum, yakni, suatu
kausalitas yang dengannya suatu kasus dapat dianalogikan. Sebab, untuk bisa
dijadikan dasar analogi, suatu 'illat hukum haruslagh mengandung unsur-unsur
yang jelas dan dapat dirumuskan secara pasti, tidak situasional atau
kondisional.

Permasalahan lain lagi dari wali nikah adalah penolakan wali untuk
menikahkan anak perempuannya. Dalam pandangan Abu Hanifah telah
disebutkan bahwa apabila penolakan wali untuk mengawinkan anak
perempuannya boleh dilakukan hanya apabila maskawin (mahar) yang
diberikan calon suami kurang dari mahar misl, yakni maskawin yang biasa
diberikan kepada perempuan lain yang sepadan dengan tingkat sosial calon
mempelai perempuan itu, sebab, hal ini, di samping merugikan perempuan,
juga dianggap merendahkan martabatnya.

Menurut kalangan kiai Krapyak (KH. Zainal Abidin, KH. Hendrik
Sutopo, dan Syhari Abta) berpandangan bahwa larangan wali menolak
mengawinkan anak perempuannya hanya dibatasi untuk alasan kurang/
sedikit/. Kecilnya mahar atau jika mahar itu bukan dari mata uang negaranya.
Bagi mereka (baca: Kiai Krapyak) soal mahar adalah hak perempuan sendiri.

Terserah pada diri sendiri, apakah mau menerima atau tidak. Wali dalam hal



ini tidak boleh ikut campur. Akan tetapi, apabila penolakan itu dilakukan
karena alasan bahwa laki-laki, calon suami anaknya itu tidak sekufu, mereka
membolehkannya (misalnya tidak sekufu antara agama), sebaliknya, apabila
calon suami yang menjadi pilihan perempuan itu memenuhi syarat kufu, maka

penolakan wali sama sekali tidak dapat dibenarkan.



Hak Ijbar, Wali Mujbir dan Ikhtilaf Ulama

Kata ljbar, menurut arti bahasa adalah al-gahru (memaksa), al-ilzamu
pemaksaan). Sedang menurut istilah, ijbar yaitu "hak memilih dan menentukan
secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya". Dalam pengertian figh,
bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan
persetujuan dari yang bersangkutan, yakni pertama, bagiperempuan yang masih
gadis, kedua, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan
seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke
vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.

Pada dasarnya, hak untuk menentukan pilihan (jodoh) antara laki-laki dan
perempuan itu sama, artinya perempuan itu mempunyai kesenangan/ kecintaan
terhadap laki-laki sebagaimana laki-laki juga mempunyai kesenangan/ kecintaan
terhadap perempuan. Jadi secara rasional apa yang dicari oleh laki-laki itu
sebenarnya juga dicari oleh perempuan. Misalnya dalam hal kecantikan
(walaupun hal ini relatif), kalau laki-laki sangat mendambakan perempuan yang
cantik, maka bagi perempuanpun demikian halnya, ia pun sangat mendambakan
laki-laki yang tampan. Ini adalah logis, karena memang itu merupakan tuntutan
biologis. Namun bagi perempuan hak itu hilang dengan adanya hak ijbar bagi
wali.

Hak istimewa untuk dapat memaksa bagi anak/ cucu perempuan ini
berlaku dengan beberapa syarat yakni; pertama, tidak ada permusuhan antara wali
mujbir (bapak/kakek) dengan perempuan yang akan dinikhakan. Kedua, tidak ada
permusuhan antara calon suami dengan siperempuan. Ketiga, keduanya sekufu,
dan keempat, harus ada mahar yang pantas.

Berkaitan dengan masalah sekufu untuk kedua calon mempelai, menurut
Asy-Syafi'i bahwa syarat wali mujbir boleh menggunakan hak ijbar apabila calon
suami yang akan dijodohkan itu kufu/ kafa'ah atau persamaan derajat, setara baik
dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan, agar ada
keharmonisan diantara mereka berdua. Namun walaupun demikian, tergantung
kepada wali dan anak perempuannya, apabila mereka sama-sama ridla/ setuju,
maka pernikahannya tetap sah asal sesama muslim walau tanpa adanya kafa'ah.
Dalam perkawinan, kafa'ah/ kufu sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi orang
muslim kawin dengan orang kafir.

Atas dasar itu maka para ulama sepakat mengenai perlunya faktor kafa'ah
dalam hal agama ((»s¢L<S) sehingga tidak sah seorang muslim kawin dengan
orang kafir. Adapun kafa'ah dalam segi yang lain, ini yang dipertentangkan oleh
para ulama. Menurut Jumhur Ulama, diperlukan kafa'ah dalam nasab ( - 3¢l
(«)), meskipun hal ini juga masih diperdebatkan lagi, mengingat firman Allah
yang berbunyi: (al-Hujurat:13)

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kafa'ah
adalah hanya segi agama saja (Cu) 4 3¢ L<1))

Hal ini juga dikuatkan hadis Nabi SAW: (hadis)

Jadi adanya ayat dan hadis tersebut sekaligus menafikan adanya kafa'ah dalam
nasab, walaupun di sisi lain ada hadis Nabi SAW yang berbunyi: (hadis)



Adapun dasar kebolehan bapak atau kakek menikahkan tanpa persetujuan
dari perempuan yang akan dinikahkan adalah hadis Nabi SAW seperti yang
tercantum dalam kitab Fathul Mu'in: (hadis)

Disamping itu juga ada dasar mufhum terhadap hadis-hadis yang
menerangkan tentang otonomi janda yaitu: (hadis)

Dalam hadis lain juga ada perintah kepada orang tua/ wali apabila hendak
menikahkan anak perempuannya untuk meminta izin kepada yang bersangkutan.
Hadis itu antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta
hadis riwayat Abu Dawud an-Nasa'i yaitu: (hadis)

Secara umum (dilihat dari kedua keumuman dua hadis tersebut), hadis di
atas menunjukkan tidak adanya hak ijbar bagi orang tua/ wali, karena keduanya,
baik si gadis ataupun si janda tidak boleh dikawinkan dengan tanpa ridla
keduanya. Dalam hal ini (adanya ridla dari perempuan gadis atau janda), beberapa
ulama memberikan keterangannya yaitu apabila seorang ayah/ wali ingin
mengawinkan anaknya, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, agar
ayah/ wali menawarkan calon laki-laki yang menjadi pilihan kepada anak
perempuanya, untuk diminta pendapatnya dan atau ridlanya;

Untuk mengetahui setuju/ ridla dan tidaknya, ada beberapa petunjuk:

A. Imam Ibnu Mundzir mengatakan bahwa: apabila ternyata perempuan
tersebut diam, maka bisa dipastikan setuju/ ridla.

B. Imam Sufyan, agar menawarkan kepadanya (perempuan) sampai tiga kali,
"apabila kamu setuju/ senang, diamlah!, tetapi bila kamu tidak suka, maka
bicaralah!"

C. Dan selanjutnya, apabila ternyata perempuan tersebut tidak bicara dan
malah menangis, maka diamnya perempuan tersebut berarti tidak setuju/
tidak ridla.

Adanya petunjuk beberapa ulama di atas, ini didasarkankarena sifat malu
(s.—=) bagi perempuan itu sendiri, termasuk juga perempuan janda, sehingga
adanya sifat malu ini, menjadikan mereka tidak mau berterus terang menyatakan
kerelaan (Wla)) namun justru mereka malah memilih diam (&sS—) dan
mengindahkan (“w=) yang sebagai tanda kerelaanya. Dan sudah barang tentu,
sesuai dengan keterangan di muka bahwa penawaran yang bersifat musyawarah
antara orang tua dan anak perempuannya tersebut, berlaku/ bisa terjadi bagi
perempuan yang sudah dewasa (&) dan berakal.

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tentang ikthilaf
ulama' berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan
kekuasaan wali, yang dapat diperinci secara garis besar sebagai berikut:

a. Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda maka harus
ada ridlo (kerelaan)

b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah
baligh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Abi Laily, yang
berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanya bapak. Sedang
menurut Imam Abu Hanifah, Imam ats-Tsauri, Imam al-Auza'i, Abu Tsaur
dan sebagian lainnya bahwa wajib ada ridlo (persetujuannya).



c. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, bapak
dapat memaksakannya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i
tidak boleh dipaksa. Sedang Ulama Mutaakhirin mengklasifikasikan
menjadi tiga pendapat yaitu; pertama, menurut Imam Asyhab bahwa
seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum
baligh setelah cerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat
memaksakannya walaupun sudah baligh. Ketiga, pendapat Imam Abi
Tamam bahwa tidak dapat memaksanya walaupun ia belum baligh.

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau bukan,
para ulama Madzab Figh berbeda pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i
menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Imam Abu
Hanifah, Imam Zufr, Imam Asy-Sya'biy, Imam az-Zuhri mengatakan bahwa jika
seorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali sedang antara ia dan
suaminya itu sekufu maka hukumannya boleh.  Sedang Imam Dawud
membedakan antara janda dan perawan. Wali menjadi syarat bagi perawan tetapi
tidak menjadi syarat bagi janda.

Ulama yang mensyaratkan wali menyatakan bahwa tanpa wali maka
perkawinan itu tidak sah. Mereka juga bersepakat bahwa perempuan bahwa
perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali
nikah. Ditambah oleh ad-Dimasyqi, meskipun ada izin dari wali, perempuan tetap
tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab pernyataan perempuan tidak syah
dalam akad nikah, baik untuk ijab maupun gabul.

Dasar hukum penetapan bahwa wali merupakan rukun nikah adalah al-
Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu
adalah surat al-Baqgarah ayat 232. Untuk memperkuat argumennya, ad-Dimasyqi
juga menulis sebab turunnya ayat, yakni berkenaan dengan kasus Ma'qal bin
Yasar yang bersumpah tidak akan menikahkan saudaranya kepada mantan
suaminya yang menceraikanya. Turunnya ayat ini adalah untuk menunjukkan
ketidakbenaran tindakan wali tersebut. Karena itu, kasus ini bagi ad-Dimasyqi
menunjukkan harus adanya wali dalam perkawinan. Dengan logika lai kalau
memang perempuan boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali, untuk apa ayat ini
turun. Maksud pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ayat ini bertujuan
menunjukkan keharusan adanya wali dalam perkawinan dan sekaligus larangan
perempuan menjadi wali nikah. Untuk memperkuat pandangan ini ad-Dimasyqi
mendasarkan pada beberapa hadis. Berkaitan dengan wali untuk perempuan ini,
bapak atau kakek memiliki  keistimewaan yakni boleh menikahkan anak
perempuannya yang masih gadis dan janda yang hilang keperawanannyabukan
karena hubungan seksual.

Hak ijbar ini dalam kitab-kitab figh di Indonesia, telah terdistorsi.
Beberapa bapak menikahkan dengan paksa anak gadisnya untuk kepentingan anak
gadisnya. Tindakan mereka ini juga didasarkan kepada konsep kitab-kitab figh
tersebut. Padahal dalam kitab figh tersebut ditegaskan bahwa untuk
bolehnyamelakukan ijbar ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi dan
syarat tersebut harus diperhatikan secara seksama, yang bertujuan untuk



menjamin kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik, bukan untuk
kepentingan bapak/ kakek.
C. Menuju Pemahaman Baru

Dari sejumlah hadis yang berbicara tentang hak ijbar wali di atas, pada
prinsipnya hadis-hadis tersebut menekankan pada pentingnya persetujuan
perempuan. Sebaliknya dasar yang digunakan untuk mendukung hak ijbar
didasarkan pada mafhum mukhalafah dan dari nash yang menyebutkan bahwa
janda lebih berhak atas dirinya, padahal secara tekstual ada nash yang
menyebutkan harus ada persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan.
Sedang makna hadis yang menyatakan bahwa perawan itu dinikahkan bapaknya
tidak berarti bahwa bapaknya boleh memaksa.

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak ijbar bagi orang
tua/ kakek pada perempuan gadis yang sudah dewasa (&)



Dusun Krapyak adalah termasuk wilayah pemerintahan Desa
Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propins Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dusun Krapyak adalah salah satu dusun yang cukup
maju dibandingkan dengan dusun-dusun lain yang berada di Desa
Panggungharjo. Kemajuan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor. Salah
satunya adalah letak geografis yang sangat mendukung, yakni dekat dengan
daerah perkotaan dan banyaknya berdiri lembaga pendidikan yang ada. Dengan
demikian dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sosial budaya dan status
ekonominya, dan mayoritas penduduknya beragama |slam.

Berdasarkan buku Demografi Desa Panggungharjo, secara geografis,
jarak Dusun Krapyak dengan Kantor Desa Panggugharjo 1,5 Km, dengan Kota
Pemerintahan Kecamatan 2,5 Km, dengan Kota Pemerintahan Kabupaten
Bantul 8 Km dan jarak dengan Pusat Pemerintahan Propinsi Y ogyakarta 3 Km.
Karena letak geografisnya yang sangat strategis ini, Dusun Krapyak termasuk
Dusun yang sangat dikenal apalagi letak wilayahnya yang berbatasan dengan
Kodya Yogyakarta yang menjadikan Krapyak termasuk Dusun yang cukup
maju. Faktor pendukung lainnya adalah terdapatnya |embaga-lembaga
pendidikan baik keagamaan (pondok pesantren) maupun umum (Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi) baik forma maupun non
formal .

Lembaga pendidikan keagamaan non formal yang ada di Krapyah terdiri

atas tiga Pondok Pesantren, yaitu: Pondok Pesantren a-Munawwir (berdiri

"Dikutip dari Demografi Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
Y ogyakarta padatanggal 6 Mei 2010.



1909), Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum (berdiri 1990) dan
Pondok Pesantren al-Muhsin (berdiri 1991). Adapun pendidikan keagamaan
non formal yang lainnya seperti: Ma had Aly (Perguruan Tinggi IImu-ilmu
Salafiyah), Lembaga Kgjian Islan Mahasiswa (LKIM), Madrasah Tsanawiyah
Ali Maksum Saafiyah I, I, Il dan IV, juga Madrasah Tsanawiyah Ali
Maksum Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ-Plus) dan lain-lain.
Lembaga keagamaan formal terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.
Sedang lembaga pendidikan umum yang banyak di Dusun Krapyak, di
antaranya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) nDasari Budi | dan I, Sekolah
Dasar (SD) Jageran |, I1, 111 dan SMP Panggungharjo.

Selain hal di atas, di Dusun Krapyak terdapat juga lembaga yang
bergerak di bidang dakwah dan sosial, yaitu Korp Dakwah Mahasiswa
(KODAMA) yang dilembagakan dalam bentuk badan hukum (yayasan).
Lembagaini dikelola dan dijalankan oleh para mahasiswa dan masyarakat.

Sedangkan kehidupan sosia-budaya masyarakat Dusun Krapyak,
menurut Bapak Waluyo, Selaku Kepala Dusun Krapyak Kulon mengatakan
bahwa masyarakatnya terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok pertama adalah masyarakat yang masih berpegang teguh pada
budaya asli Jawa, yang pengikutnya adalah generasi pertama

2. Kelompok kedua adalah yang sudah terpengaruh oleh budaya baru (dari
pendatang), seperti Pondok Pesantren. Kelompok ini diikuti oleh sebagaian
kecil generasi pertama (orang tua dan kakek) dan oleh sebagian besar

generasi kedua dan ketiga.



3. Kelompok ketiga adalah yang dalam kehidupannya mengalami perubahan,
karena masuknya budaya asing. Generasi ini diikuti oleh sebagian kecil
generasi kedua dan ketiga (anak dan cucu).

Tambahnya lagi, bahwa kondisi ekonomi Dusun Krapyak dapat dibilang
selalu meningkat pesat. Di samping karena warganya memang tergolong
masyarakat menengah ke atas, juga banyak masyarakatnya yang bekerja di
perkantoran, pertokoan, perindustrian, kergjinan, pabrik dan hanya sebagian
kecil yang bermata pencaharian sebagai petani.

Untuk mencari penghasilan tambahan (selain bekerja kantoran, pertokoan,
perindustrian, kergiinan tangan) masyarakat Dusun Krapyak banyak
memanfaatkan lingkungan disekitarnya, yang selalu didatangi pendatang-
pendatang dari luar daerah yang sebagian besar dari mereka adalah para
mahasiswa yang sedang belgjar di Perguruan Tinggi bailk swasta maupun
Negeri. Oleh karena itu, penduduk (warga asli) mencoba membuka usaha

pertokoan, warung makan, perbengkelan dan penginapan (asramal kos).



Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan
para ahli hukum Islam (fugaha). Sebagai konsekuensinya terjadi silang
pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.
Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk
rukun dan mana yang termasuk syarat. Jadi, sebagian ulama menyebutnya
sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Dalam kajian penulis ini, tidak seorang pun fugaha konvensional yang
secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan
umumnya fugaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana
rukun perkawinan. Ada memang beberapa fugaha yang menyebutkan unsur
mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan,
tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup untuk
mewakili). Berdasar rumusan ulama konvensioal tersebut, fugaha modern,
seperti Wahbah az-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan
klasifikasi mana syarat dan rukun perkawainan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya Sahnun, yang
berjudul ‘a/-Mudawwanah al-Kubra’, ketika berbicara tentang perkawinan, hal

pertama yang dibahasa adalah berkaitan dengan masalah kerelaan (ar-rida)®

"Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Press, 2004), him. 60.

2Jika faktor kerelaanatau dalam bahasa Arab disebut riga menjadi sangat
mendasar bagi akad perkawinan, lantas bagaimana diketahui bentuk atau sikap
kerelaan tersebut pada seorang perempuan menurut para pakar figh. Bagi Abu
Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dikawinkan dengan
seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut kedua
ulama ini diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (balighah ‘agiolah)



dari para pasangan, khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun
janda. Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan
bapak terhadap anak perempuan, dilanjutkan dengan status perkawinan yang
tidak ada wali, yang menurut Sahnun adalah tidak sah.’

Ulama Malikiyah yang datang kemudian lebih mempertegas, misalnya
al-Girnati al-Maliki menulis, ada lima rukun perkawinan, yakni; suami, isteri,
wali, mahar dan sighat.* Sementara dalam mazhab asy-Syafi’i, misalnya yang
ditulis Imam an-Nawawi (w. 676 H), ada empat rukun perkawinan, yakni akad
(sighat ijab dan gabul) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, dan
orang yang melakukan akad (wali/ wakil dan calon suami).” Sejalan dengan

penjelasan an-Nawawi ini, Zainuddin bin *Abd. al-’Aziz al-Malibari, dalam

atau belum. Jadi, seorang perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun
janda, dinyatakan sebagai dewasa, apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam
hal seperti ini perempuan berhak, baik secara langsung atas nama dirinya sendiri
maupun mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad perkawinan.
Berbeda dengan pendapat di atas, asy-Syafi’i dan mayoritas ulama berpendapat
bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya, gadis
atau janda. Mengenai hadis Nabi yang membicarakan hak janda (as-Sayyib
ahaqqu binafsiha min waliyyiha) dan hak gadis (al-bikru tusta’zanu wa iznuha
sammatuha) pada hakekatnya hanyalah berbicara tentang cara mengungkapkan
kerelaan. Pada seorang janda, kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka,
terang-terangan, sedangkan pada seorang gadis adalah sebaliknya, tertutup dan
malu-malu. Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja, tersenyum atau
dengan cara-cara lainnya yag oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap
menyetujui atau minimal tidak menolak. Lebih jelasnya lihat Husein
Muhammad, Figh Perempuan, him. 118-122.

%Sahnun, A/-Mudawwanah al-Kubra, (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1323
H), 1l1: 155-273.

*Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, Qawanin al-
Ahkam asy-Syar’iyah (Beirut: Dar al-’llm li al-Malayin, edisi Baru, 1974), him.
219-221.

>Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-Dimasyqi, Raudah at- Talibin, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’lImiyah, 1992 M/1412 H), V: 382-400.



Kitabnya ’Fath al-Mu’in’ menulis secara tegas tentang rukun perkawinan.
Hanya saja menurutnya, rukun perkawinan ada lima, yakni: suami, isteri, wali,
dua orang saksi, dan akad. Kemudian dijelaskan masing-masing rukun
mempunyai syarat-syarat sendiri.’

Sedangkan menurut mazhab Hambali, misalnya Ibn Qudamah (w. 620
H) dalam kitabnya a/-Mughni, sama sekali tidak menyebut secara tegas dan
urai, syarat dan atau rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya
statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan.
Misalnya disebutkan perkawinan berstatus sah kalau ada wali dan saksi (/a
nikaha illa bi waliyin wa syahidain, Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua
orang saksi). Di bagian lain juga ditulis, salah satu syarat perkawinan adalah
calonnya harus tertentu, hal ini dilakukan untuk kejelasan yang melakukan
jjab dan gabul Di bagian lainnya lagi dituliskan syarat-syarat akad.’
Berdasarkan uraian Ibn Qudamah ini, meskipun tidak menjelaskan antara
syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut ada beberapa hal yang harus
dipenuhi dalam perkawinan, yakni: wali, saksi, akad dan calon pasangan.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang telah diberikan ahli-ahli hukum
Islam (fugaha) dari berbagai macam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa
tidak tampak dari pendapat mereka yang mendefinisikan secara khusus syarat

dan rukun perkawinan. Demikian juga beberapa fugaha yang secara tegas

6zainuddin bin *Abd. Al-’Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi Syarh Qurratu
al-"Ain (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t. t), him. 99.

"Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, A/-Mughni
(Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII: 337-468.



menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya umumnya fugaha dengan variasi
masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi
untuk sahnya sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut,
perkawinan tidak sah.

Berdasarkan rumusan fugaha konvensional tersebut, kemudian para
pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang syarat
dan rukun, seperti yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili misalnya. Menurutnya,
secara umum ada dua formulasi tentang konsep rukun. Pertama, yang
dikonsepkan ulama Hanafiyah, yaitu sesuatu yang harus ada dan merupakan
bagian hakekat.® Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus tetapi tidak
merupakan bagian hakekat; dan Kedua, menurut jumhur ulama, rukun adalah
hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan
bagiannya atau di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada
tetapi tidak termasuk bagian hakekat.” Dari perbedaan definisi ini bisa
disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi rukun yang
dikonsepkan oleh ulama Hanafiyah.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dengan meminjam pendapat Ahmad Rofiq dapat
disimpulkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu

memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian
tentang rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari

®Maksudnya sesuatu yang harus ada di sini tergantung pada subyek
bahasannya. Kalau yang dibahas tentang perkawinan, maka sesuatunya adalah
perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada
dalam perkawinan, dan sesutau itu merupakan bagian dari hakekat perkawinan.

*Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islam wa *Adillatuhu, juz Il (Beirut: Dar al-
Fikr, 1996), VII: 36.



rukun tersebut, yakni: calon mempelai (suami-isteri), wali, saksi, dan ijab
gabul.*°

YAhmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2000), him.. 71-72



dalam QS. al-Bagarah [2]: 221, 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran
[3]: 159, An-Nisa' [4]: 25, 34, dan at-Talaq [65]: 2.

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak
mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di
samping itu terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian
perempuan itu kawin sendiri tanpa memmakai wali, sebagaimana yang
terdapat dalam QS. al-Bagarah [2]: 232:

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal
suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat
kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut di atas kepada paham
ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4
kemungkinan perempuan tersebut di atas.

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk
menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu
unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam lIslam, sedangkan Mazhab
Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja.
Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan gabul,’
Keempat Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW.
Artinya:

Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : “Wanita manapun yang

menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahan itu batal (tidak sah”)

M. Jawad Mughbiyah, Figh Lima Mazhab, alih bahasa 'Abdullah Zaki
Alkaf (Bandung: Lentera Basritama, 2000), him. 349.



Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir
atau penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seorang wanita
menemui Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia
dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidak dapat membayar
mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarganya
(ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk
memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu

Si bapak dan kakek diberi hak mengawinkan anaknya yang bikir/
perawan dengan tidak izin si anak lebih dahulu, dengan orang yang
dipandangnya baik. Terkecuali anak yang saib (bukan perawan lagi) tidak
dikawinkan melainkan dengan. izinnya lebih (dahulu. Wali-wali yang lain
tidak berhak mengawinkan mempelainya melainkan sesudah mendapat izin
dari rnempelai_itu-sendiri

Sabda Rasulullah Saw.

Telah berkata Rasulullalh Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak
terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh
bapaknya". (Riwayat Daruguthni).

Sabda Rasulullah Saw

Dari "Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. telah nikah dengan 'Aisyah
sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama
Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun”. Sepakat ahli hadls.

Sabda Rasulullah Saw.



Daud Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan
halnya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan
dia tigak menyukainya. Maka Nabi s.a.w. memberi kesempatan kepada perawan
Itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu. Riwayat Ahmad,
Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruguthni.



QS. al-Bagarah [2]: 221, 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran [3]: 159, An-Nisa'
[4]: 25, 34, dan at-Talaq [65]: 2.

a. Dasar al-Qur'an
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4) QS. al-Bagarah [2]: 240:
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5) QS. Ali Imran [3]: 159:
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b. Dasar Hadis

c. Perundang-undangan di Indonesia

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara
eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1).> Jadi secara implisit isi Pasal 26
ayat (1) mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti
olen wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun
demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah
hidup bersama sebagai suami-isteri, maka hak untuk membatalkannya
menjadi gugur.

Kata perwalian dalam UndangOundang Perkawinan, memang
digunakan dalam Pasal 50 sampa dengan Pasal 54, tetapi pengertiannya
bukan wali nikah, tetapi wali — sebagai pengampu atau kurator — bagi anak

yang safih atau haru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang

! *Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang,
wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksidapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri,
jaksa, dan suami atau isteri”



dimaksudkan Pasal 26 ayat (1) dikembalikan kepada Pasal 2, yang
menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama
sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak
berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan
wanitalainnya.

Meskipin demikian, dalam perundang-undangan Perkawinan
Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali
perkawinan tidak sah.? Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun,
maka harus dipenuhi beberapa syarat. Terdahulu sudah disingggung bahwa
syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunya hak perwalian, dan tidak
terdapat halangan perkawinan. Dalam KHI dirumuskan: "Yang bertindak
sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum
islam yakni muslim, agil dan baligh" .

Sgjalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah
dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab.
Namun dalam kondisi-kondis tertentu posisi wali nikah dapat digantikan
dengan wali hakim, yakni kalau tidak ada wali nasab, tidak mungkin

mengahdirkan wali nasab, tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggal

2Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 14 berikut: "Untuk melaksanakan perkawinan

harus ada; a. calon isteri, b. calon suami, ¢. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab kabul".
Kemudian disebutkan lebih tegas pada pada KHI Pasal 19, yaitu: "Wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya"

® KHI Pasal 20 ayat (1).



wali nasab, wali nasab ghaib, wali nasab enggan menikahkan.* Untuk
menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus
lebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama (PA).

Akan halnya dengan kebebasan para calon mempelai untuk
menentukan perkawinannya tersebut, dalam satu perkawinan harus ada
persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga kalau kedua calon
mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat
dilaksanakan.® Sementara perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan
dengan paksa dapat dibatalkan, dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas
dari ancaman atau menyadarinya. Hanya saja ada juga ketentuan yang
menyebutkan, keharusan persetujuan tersebut sepanjang hukum masing-
masing agamnya tidak menentukan lain. Bersamaan dengan ini ada konsep
figh yang menyebutkan adanya hak /bar (bapak dan kakek) dari imam dan
mazhab asy-Syafi'i, yakni hak bapak atau kakek memaksa menikahkan
seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita bersangkutan. Dengan
adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan

dari calon mempelai, dengan syarat walinya bapak atau kakeknya. Dengan

*KHI Pasal 23 ayat (1): "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau
ghaib atau adlal atau enggan

°KHI Pasal 23 ayat (2): Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”

® UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1): "Perkawinan harus didasarkan
atas persetujuan kedua calon mempelai”. KHI Pasal 16 ayat (1): "Perkawinan didasarkan atas
persetujuan calon mempelai"; KHI Pasa 17 ayat (2): "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui
oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”. Kemudian
ditambah pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun
1974 Pasal 12: "Akta Perkawinan memuat: a...., b...... ,Cuinn. f. Persetujuan sebagai dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang"”, (maksudnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)



demikian, dari teks yang ada tidak disebutkan secara tegas keberadaan hak
Ifbar antara ada atau tidak. Pandangan ini perlu dikemukakan, sebab
pandangan ini dapat dimasukkan sebagai ketentuan agama, yang
menentukan adanya hak /jbar.

Adapun bentuk persetujuan ndari para calon mempelai dapat dalam
bentuk pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan, dengan isyarat,
atau diam, yang menunjukkan tidak ada penolakan secara tegas. Sedang
proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kedua calon
mempelai dilakukan dengan menanyakan keduanya sebelum dilangsungkan
akad nikah di hadapan dua orang saksi.

Dengan demikian perundang-undangan Perkawinan Indonesia pada
prinsipnya tidak lagi mengakui hak /bar wali. Sejalan dengan itu,
Perundang-undangan Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari
mempelai sebelum akad nikah dilakukan. Sementara kalau terjadi

perkawinan paksa para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.



DAFTAR WAWANCARA

A. ldentitas informan

Nama
Umur
Alamat
Pekerjaan

B. Daftar Pertanyaan!

1
2.
3.

Bagaimana perkembangan pondok pesantren Krapyak?

Bagaimana hubungan kiai dengan santri?

Bagaimana hubungan masyarakat sekitar dengan pondok (kiai dan santri serta
keluarga pondok)

Bagaimana pandangan Kial tentang wali nikah?

Dalam mazhab Hanafi wali tidak perlu dalam suatu pernikahan, bagaimana
menurut pak Kiai?

Apalandasan hukum kiai dalam menentukan hak wali dalam pernikahan?
Bagaimana menurut kiai hak wali seorang gadis belum dewasa, sudah dewasa
dan janda dalam perkawinan?

Apakah kiai mengakui adanya hak ijbar bagi seorang bapak/ kakek jika
dikaitkan dengan kondisi masyarakat sekarang?

apa saran-saran kial bagi orang tua yang ingin menjodohkan atau

mengawinkan anak-anaknya?



WALI DALAM NIKAH

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang
bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai
wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat
bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari
orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat
hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i
mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah,
bukan dari garis ibu. Lebih jauh, Imam Syafi’i mengatakan tertib wali sebagai
berikut:

1. Ayah

2. Datuk, ayah dari ayah

3. Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja

4. Saudara laki-laki ayah, paman

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada
sebapak saja

6. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4

7. Paman dari bapak (adik dari kakak)

8. Anak laki-laki dari poin 7

9. Paman dari kakek

10. Anak laki-laki dari poin 9



11. Hakim

Apabila masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut,
perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau
wali aqgrab tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali.
Bila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya.
Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali
berikutnya. Hal ini ditujukkan agar tidak menyebabkan terganggunya
perkawinan tersebut. Apabila suatu saat, wali agrab itu datang, dia tidak
dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena kegaibannya dianggap sama
dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi’i berpendapat, kegaiban wali
aqgrab tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya,
tetapi justru jatuh pada hakim.

Di antara wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek menurut
Imam Syafi’i, mereka dapat memaksakan perkawinan kepada putrinya yang
masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang mempuyai hak
paksa atau hak /7bar ini disebut wali mujbir. Pemberian hak istimewa bagi
wali mujbir ini bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu agar tidak
melanggar hak asasi si gadis tadi. Dasar pertimbangan wali mujbir menurut
dia adalah kemaslahatan putri yang akan dia paksakan. Artinya, dia harus
yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah
bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya. Oleh

karena itu, hak zfbardari wali mujbirtadi gugur, kalau ternyata:



1. Tiadanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang
dipaksakan perkawinannya

2. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau
adanya perselisihan antara calon mempelaiadanya perselisihan

3. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir
yang dinikahkan.

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali agrah itu
mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui
banyak hal daripada wali yang lain, di samping dia sangat memperhatikan
masa depan anaknya. Walaupun tampaknya sebagai pemaksaan, hak ijbar pada
hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan si gadis itu sendiri.
Walaupun demikian, secara yuridis pendapat ini kurang relevan dan hanya
berdasarkan kepatuhan.

Menurut pendapat ini si wali mujbir karena pertimbangan kemaslahatan
dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya.
Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya, mempunyai cacat, baik lahir
maupun akhlak, cacat moral, sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk
terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak
memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada
hakim. Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang
urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan

mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat



diterima dinamai dengan wali adhal, atau wali yang lazim. Hal ini karena pada
prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah
perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau
sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak di bawah
perwaliannya. Dalam hal ini, para ulama sependapat. Akan tetapi, para ulama
berselisih pendapat mengenai masalah, apakah wali tersebut sebagai syarat
sahnya suatu perkawinan atau bukan. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok:
1. Kelompok pertama, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam

perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi’iyyah,

Malikiyyah, dan Hanabilah, melalui dalil-dalil di bawah ini:

Hadis Riwayat az-Zuhri dan 'Aisyah:

Sebuah hadis lain dari Abu Hurairah menjelaskan masalah ini:

Hadis-hadis tersebut menjelaskan wajibnya kehadiran wali, karena
wanita tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketiadaan wali, menyebabkan
batalnya perkawinan. Untuk lebih menguatkan argument di atas, dalil

mengajukan alasan lain:

Memahami hadis tersebut di atas, para pendukung wajibnya wali

mengatakan, seandainya wali bukanlah syarat sahnya perkawinan, tidak



perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya
pengganti wali dalam hal ketiadaannya menunjukkan ada kewajiban adanya
wali. Pendapat ini diikuti sebagian besar umat islam, terutama di Indonesia.
. Kelompok kedua, mengatakan bahwa wali bukanlah merupakan
persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang janda
dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Mereka mengemukakan
dalil: (hadis)

Kelompok ini membagi wanita dalam hubungannya dengan wali,
menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat
perkawinan, sedangkan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izin
saja. Menurut pendapat ini, janda lebih mengetahui banyak hal daripada
gadis. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa,
dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang
lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya. Kelompok ini dipelopori
oleh Hanafiyah dan Zhahiriyyah.

Penulis berpendirian bahwa wali itu wajib dan sifatnya sangat urgen
sebab menyangkut masalah yang sangat prinsipil, yaitu kelangsungan
perkawinan. Masalahnya, perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi
wanita, tetapi juga kaum kerabat dan keluarganya yang terlibat dan
bertanggung jawab karena nasabnya.

Di samping itu, perkawinan menyangkut ibadah dan moralitas. Jadi,
dilaksanakan seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan

wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umunya serta



menghindari penipuan dari lawan jenisnya, yang pada gilirannya akan
merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang
menjadi ciri khas Islam. Jadi, ketiadaan wali mengandung banyak resiko,
kemadaratan. Sebaliknya keberadaannya banyak mendatangkan manfaat.

Undang-undang No. 1/1979 tentang perkawinan, yang berlaku sejak 1
April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No.
9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin
dan mengantarkan tercapinya cita-cita luhur perkawinan itu sendiri. Salah
satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini ialah Prinsip
Partisipasi Keluarga. Pada intinya perkawinan adalah sesuatu yang penting
bagi seseorang, karena ia memasuki dunia baru, membentuk suatu unit
keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang religious dan
kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali.
Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah “modern”, peristiwa
perkawinan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih
bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat
kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat,
keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Manafikan keluarga dalam
masalah perkawinan bukian saja bertentangan, tetapi juga akan terasa
janggal dan tidak lazim dilakukan.

Di Indonesia yang pada umumnya pengikut mazhab Syafi’i, wali

menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah perkawinan. Seperti tercermin



dalam pasal-pasal KHI, yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat
dilihat dalam KHI, Bab 1V tentang rukun dan Syarat Perkawinan.

Hal yang menarik dari ketentuan wali menurut KHI adalah KHI tidak
membenarkan adanya perkawinan yang dipaksakan bagi gadis yang masih
kecil, yang menurut sementara ulama dibolehkan karena di antara wali-wali
itu ada yang mempunyai hak ijbar, hak memaksa, seperti yang
dikemukakan Imam Syafi’i . walaupun Imam Syafi’i sendiri mensyaratkan
pemaksaan harus diusahakan dengan mendekati keseimbangan derajat
sehingga tidak asal paksa.

Namun demikian, upaya si wali untuk memaksakan perkawinan
putrinya tetaplah bersifat subyektif, hanya dari satu sudut pandang si wali
saja. Adapun pandangan si gadis belum tentu sama dengan penilaian orang
tuanya. Oleh karena itu, kalaupun ia bersedia dikawinkan, hal tersebut
karena ia takut terhadap orang tua serta ketidaksanggupannya memilih
untuk memilih pendamping hidupnya.

Oleh karena itu, seseuai dengan salah satu prinsip UU No. I/ 1974
tentang Perkawinan yaitu asas sukarela atau kerelaan kedua calon untuk
melakukan perkawinan, maka kompilasi tidak membenarkan adanya unsur
paksaan. Seperti dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) KHI yang berbunyi: “Bila
ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai,
maka perkawinan ftu tidak dapat dilaksanakan,”. Ini sekaligus menegaskan

bahwa kompilasi tidak mengenal kelebihan hak /baratau hak paksa, seperti



yang dikemukakan Imam Syafi’i. Bahkan Rasulullah SAW telah

memberikan peringatan dalam masalah ini melalui hadis Ibnu Abbas:
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6. Nama Orangtua
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